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 Asuransi Takaful adanya pihak penanggung atau penjamin atas segala 
resiko,  kerusakan, kehilangan atau kematian yang dialami oleh nasabah (pihak 
tertangung). Dalam hal ini, si tertanggung  mengikat perjanjian(penjaminan 
resiko) dengan si penanggung atas barang atau harta, jiwa dan sebagainya 
berdasarkan prinsip bagi hasil dengan  pola pembagian keuntungan dan kerugian 
(profit dan lost sharing) yang di sepakati oleh kedua belah pihak. Asuransi takaful 
setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan 
yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai yuran kebajikan sebagai tabarru’. 
Dengan tujuan intermediasi asuransi lebih dirahkan untuk mem-back up dari 
penjaminan resiko yang dihadapi kalangan usaha kecil dan menengah.  
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskripsi. Untuk 
mendapatkan data ini digunakan tiga metode pengumpulan data, antara lain 
metode pendekatan yakni, pendekatan historis dan pendekatan yurudis. Dengan 
teknik pengumpulan data,  yaitu library reseacrh dengan kutipan lansung dan tidak 
lansung. Dengan menganalisis  data yang telah diperoleh dengan Metode Deduktif, 
yaitu dipergunakan dalam menganalisis penerapan prinsip syariah pada 
mekanisme operaional asuransi takaaful dengan melihat bersifat umum kemudian 
mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. Hasil penelitian menunjukkan 
implimentasi prinsip bisnis asuransi khusunya Asuransi Takaful belum 
sepenuhnya optimal, bila di bandingkan dengan lembaga lainnya. Walaupun pihak 
asuransi takaful melakukan usaha-usaha untuk memaksimalkan pengembangan 
asuransi,yaitu sosialisasi, peraturan dari pemerintah secara komprehensif yang 
memberikan landasan hukum terhadap bisnis asuransi syariah, dan Penyediaan 
sumber daya manusia yang dilakukan dengan kerjasama dengan berbagai pihak 
terutama lambaga-lembaga pendidikan untuk membuka atau memperkenalkan 
pendidikan asuransi syariah. Asuransi takaful dalam pengembangannya masih 
kurang optimal. Dengan poses pengelolaan dana dan perhitungannya berdasarkan 
pada bagi hasil (sharing of rick) dengan akad tabarru’. Adapun saran dalam 
penelitian ini adalah diharapkan dalam pengembangannya dapat memberikan 





A.  Latar Belakang 
Awalnya, wacana tentang asuransi syariah termasuk dalam hukum Islam 
Kontemporer. Pada zaman awal Islam, Yaitu pada Zaman Nabi Muhammad 
Saw dan periode Islam berikutnya, belum di kenal institusi keuangan asuransi. 
Tidak ada nash al-Qur’an dan hadist Nabi yang menjelaskan tentang teori dan 
praktek operasional asuransi yang di pahami seperti saat ini. Secara historis 
pembahasan tentang asuransi baru muncul pada abad 18, yaitu pada masa Ibnu 
Abidin, yang memberi tanggapan praktek asuransi pada kitabnya Raddul 
Mukhtar, yakni pihak yang meminta jaminan. Penggunaan produk keuangan 
tidak mungkin dihindari pada saat ini, baik produk keuangan yang berasal dari 
lembaga keuangan bank ataupun non-bank. Keduanya menawarkan manfaat-
manfaat yang menjanjikan. Selain terciptanya kemudahan dalam melakukan 
transaksi dan  memberikan fungsi proteksi, lembaga keuangan juga merupakan 
sarana investasi yang tepat serta mampu bersifat fleksibel dalam menghadapi 
tuntutan masyarakat.1 Dikatakan bersifat fleksibel karena lembaga keuangan 
kini mencoba memasukkan nilai-nilai kerohanian dalam sistemnya, yaitu nilai-
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 Dr. Ir. Muhammad  Nadratuzzaman Hosen, MS, M.E, Suara Uldilag, Mahkamah Agung RI, 
Lingkungan Peradilan Agama. (Jakarta:Pokja Perdata Agama MA-RI, 2008) hal.81-83 
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nilai yang dibutuhkan masyarakat dalam menyelaraskan kehidupan dunia dan 
akhirat mereka. 
Di Indonesia, munculnya berbagai lembaga keuangan berbasis syariah 
kini tengah menjadi fenomena kontemporer yang telah memberikan warna 
dalam perekonomian. Setelah dunia perbankan yang menerapkan prinsip 
syariah berkembang cukup pesat, kini giliran industri perusahaan asuransi yang 
mencoba melakukan penerapan prinsip syariah dalam mekanisme 
operasionalnya2. Penggunaan produk keuangan tidak mungkin dihindari pada 
saat ini, baik produk keuangan yang berasal dari lembaga keuangan bank 
ataupun non-bank. Berarti asuransi Islam adalah asuransi yang dijalankan 
berdasarkan prinsip takaful, yaitu suatu skema kerjasama yang dilandasi oleh 
nilai-nilai ukhuwah, solidaritas, saling membantu untuk memberikan bantuan 
finansial kepada peserta takaful jika membutuhkannya dan mereka sepakat 
untuk memberikan konstribusi untuk tercapainya tujuan tersebut.3     
Oleh karena itu dapatlah disimpulkan konsep dasar takaful adalah : saling 
bertanggung jawab, saling bekerjasama dan membantu, dan saling melindungi. 
Di Indonesia, munculnya  asuransi syari‘ah  pertama kali tak lepas  dari nama 
Asuransi Takaful yang dibentuk  oleh holding company PT Syarikat Takaful 
                                               





  Ibid, hal  84 
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Indonesia (STI) pada tahun 1994. Terbentuknya Asuransi Takaful saat ini 
memperkuat  keberadaan lembaga perbankan syari‘ah yang sudah ada terlebih 
dulu, yakni Bank Muamalat  karena asumsinya Bank Muamalat  juga 
membutuhkan lembaga  asuransi  yang dijalankan dengan prinsip yang sama. 
Sebagai pelopor asuransi syariah di nusantara, takaful indonesia telah melayani 
masyarakat dengan jasa asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah.  
Ajaran Islam memerintahkan umatnya untuk menyantuni orang yang 
kehilangan harta benda, kematian kerabat maupun musibah lainnya. Tindakan 
tersebut merupakan wujud  kepedulian dan solidaritas (itsar), serta tolong 
menolong (ta‘awun) antar warga masyarakat, baik muslim maupun non-
muslim. Dengan cara demikian  rasa persaudaraan (ukhuwah) akan semakin 
kokoh.Akan tetapi cara-cara penyantunan itupun harus sejalan dengan syari‘at 
(QS 42:13). Tidak boleh mengandung unsur  gharar (ketidakpastian), maysir 
(untung-untungan), riba (bunga) dan hal-hal lain yang bersifat maksiat. Dengan 
kata lain,  ta‘awun harus diletakkan di atas nilai-nilai ketakwaan dan kebajikan 
dan bukan pelanggaran hukum syari‘ah yang dapat menimbulkan  pertentangan 
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“Saling tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa, dan 
jangan kalian saling tolong-menolong  dalam dosa dan permusuhan.” (QS  5:2) 
Asuransi syari’ah merupakan sistem alternatif, atau tepatnya pengganti  atas 
pola asuransi konvensional yang menerapkan sistem akad  pertukaran yang 
tidak sejalan dengan syari’at Islam. Pada sistem asuransi syari’ah, setiap 
peserta bermaksud  tolong menolong satu sama lain  dengan menyisihkan 
sebagian dananya sebagai iuran kebajikan (tabarru’).4 Keberadaan etika dan 
moral pada diri seseorang atau sekelompok orang sangat tergantung pada 
kualitas sistem kemasyarakatan yang melingkupinya.Walaupun seseorang atau 
sekelompok orang dapat mencoba mengendalikan kualitas etika dan moral 
mereka, tetapi sebagai sebuah variabel yang sangat rentan terhadap pengaruh 
kualitas sistem kemasyarakatan, kualitas etika dan moral seseorang atau 
sekelompok orang sewaktu-waktu dapat berubah. 
 Dana inilah  yang digunakan untuk menyantuni  siapa pun di antara 
para peserta  asuransi yang mengalami musibah. Jadi bukan dalam bentuk akad 
pertukaran  di antara dua pihak, melainkan akad untuk saling tolong menolong 
asan (takafuli) di antara semua peserta atau anggota. Perkembangan asuransi 
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 Anderson Guntur Komenaung Fakultas Ekonomi dan Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi, 
Manado Email: komeguntur@yahoo.com. Etk bsns.pdf-adobe reader. 
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syariah ini menunjukkan respons yang positif dari masyarakat dunia akan 
sistem asuransi berbasis syariah. Hal ini menunjukkan bahwa asuransi syariah 
dapat diterima (applicable) dan menjadi alternatif bagi sistem asuransi yang 
berjalan selama ini. Di sisi lain, perluh mendapat perhatian dalam masalah 
asuransi syariat adalah system operasional dan akad yang digunakan dalam 
kegiatan asuransi syariah. Pada masalah akad banyak ditemukan dalam 
operasional asuransi yang tidak didasarkan pada satu akad saja, tetapi lebih 
banyak menggunakan gabungan dari beberapa akad. Contoh produk asuransi 
syariah yang memakai dua rekening , rekening saving  dan rekening non 
saving(tabarru’).  Dengan demikian terlebih dahulu harus dikaji sampai sejauh 
mana “Implementasi Prinsip Bisnis Syariah pada Asuransi Takaful di 
Indonesia”. Dalam hal ini asuransi dapat di terimah dan dijalankan setelah 
melalui penyesuaian-penyesuaian melalui proses”islamisasi”. Praktek yang 
tidak sesuai dengan islam di keluarkan dalam operasional dalam kegiatannya. 
B. Rumusan  Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di gambarkan diatas, 
maka pada bagian ini penulis mempertegas hal tersebut dalam  sebuah 
permasalahan pokok” Implementasi Prinsip Bisnis Syariah pada Asuransi 
Takaful di Indonesia” yang ditetapkan dalam beberapa sub masalah yang 
akan dikaji dalam skripsi ini: 
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1. Bagaimana  Implementasi Prinsip bisnis Syariah pada Asuransi Takaful 
2. Faktor-Faktor apa yang menjadi Penghambat terhadap Implementasi 
Prinsip Bisnis Syariah pada Asuransi Takaful Di Ind 
C.  Hipotesis 
Berdasarkan pemaparan tersebut, maka Penulis memiliki beberapa 
dugaan sementara terhadap rumusan masalah  tersebut, antara lain: 
a. Implementasi prinsip bisnis syariah yang digunakan dalam 
asuransi takaful secara umum adalah  adanya prinsip tolong 
menolong,  prinsip kejujuran, dan prinsip saling 
bertanggungjawab antara pihak penanggung dan pihak 
tertanggung. 
b. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi 
prinsip bisnis syariah adalah kurangnya sosialisasi pihak suransi 
takaful terhadap masyarakat, yang lebih jelasnya hanya di 
tujukan pada gogolgan-golongan tertentu saja, pengetahuan  
masyarakat tentang asuransi takaful masih sangat minim,  





D. Pengertian Judul 
Untuk menghindari kekeliruan pandangan terhadap pengertian yang 
sebenarnya dari judul skripsi ini maka penulis menjelaskan beberapa kata 
dalam judul skripsi ini. 
Pengertian “Implementasi” adalah  proses untuk memastikan 
terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut yakni 
pengenaan terhadap sesuatu hal terhadap beberapa bentuk yang dapat 
memberikan keleluasan dalam mempraktekkan suatu satuan kerja tersebut.5 
Pengertian “Prinsip” adalah doktrim atau asumsi yang fundamental dan 
komprehensif, yakni kebenaran mendasar yang menjadi landasan untuk 
menarik kebenaran lainnya.6 
Pengertian “Bisnis” adalah pengelolaan harta benda untuk mencari 
keuntungan. 
“Bisnis” adalah standar-standar nilai yang menjadi pedoman atau acuan 
manajer dan segenap karyawan dalam pengambilan keputusan dan 
mengoperasikan bisnis yang etik. Dan apabila dikaitkan dengan, etika bisnis 
dalam islam dengan demikian memposisikan pengertian bisnis pada hakikatnya 
merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah swt. Bisnis tidak 
bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang 
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 Implentasi- dan- monitaring-kebijakan.pdf.adobe  reader 
6
 Prof. Kamaruddin,  Ensiklopedia menejemen edisi 2, Bumi Aksara, Jakarta, 1994 
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berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus 
jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial dihadap masyarakat, 
Negara dan Allah swt.7 
Pengertian “Syari’ah” adalah Peraturan dan ketentuan yang diturunkan 
Allah SWT.  Untuk hamba-Nya sebagaimana yang terkandung dalam dalam 
Al-Qur’an dan diterangkan oleh Rasul-Nya Muhammad SAW. dalam bentuk 
sunnah Rasul. Untuk mengatur kehidupan ini dan menciptakan masyarakat 
yang madani dan diridhai Allah SWT.8 
Pengertian “Asuransi“ Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, 
insurance, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa popular dan 
diadoopsi dalam kamus bahasa Indonesia dengan pandangan kata 
“pertanggungan” Echhols dan Shadilly memaknai kata insurance dengan (a) 
asuransi dan (b) jaminan. Dalam bahasa Belanda disebut dengan assurantie 
(asuransi) dan verzekering pertanggungan) 
Dalam definisi lain Asuransi adalah suatu kelompok yang bertujuan 
membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan 
menghindari kesulitan pembiayaan.  
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Menurut Undang-undang No 2 Tahun 1992, Asuransi di definisikan 
sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana pihak penanggung 
mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk 
memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau 
kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hokum kepada 
pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbun dari suatu 
peristiwa yang tidak pasti, atau untuk membrikan suatu pembayaran yang 
didasarkan atas meninggal atau hidupnya sseorang yang dipertangguhkan.  
Kitab Undang-Undang (UU) Hukum Dagang Pasal 246, Asuransi atau 
pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penaggung 
mengikat diri kepada seorang tertanggung dengan menerima premi, untuk 
memberikan pengantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau 
kehilanngan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya 
karena suatu peeristiwa yang tak tertentu. 
Pengertian ”Takaful” Kata Takaful berasal dari takafala-yatakafulu, 
yang secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung. Sedangkan 
kata Takaful dari segi muamalah adalah saling memikul resiko diantara sesama 
orang sehingga satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang 
lainnya. Saling pikul resiko inni dilakukan atas dasar saling menolong dalam 
kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru’, dana 
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ibadah, sumbangan, derma yang ditujukan untuk menanggung resiko. Takaful 
dalam pengertian ini sesuai dengan Al-Qur’an.  
Dalam definisi lain tentang takaful adalah saling menanggung  atau 
saling menjamin. Saling menanggung atau saling menjamin ini di lakukan oleh 
masing-masing individu sehingga individu yang satu sebagai 
penjamin/penanggung individu yang lain jika musibah yang datang menimpa, 
dengan cara setiap individu memberikan sumbangan financial/ iuran kabajikan 
(tabarru’) 
E. Tinjauan Pustaka 
Pembahasan skripsi ini membahas tentang ” Implementasi Prinsip Bisnis 
Syariah pada Asuransi Takaful di Indonesia”  setelah menelusuri beberapa 
referensi yang berkaitan dengan penelitian tersebut maka penulis 
mengemukakan beberapa referensi sebagai berikut:9 
1. Khoiril Anwar, dalam bukunya Asuransi Syariah ”Halal dan 
Maslahat”  menyatakan bahwa asuransi merupakan pemberian 
perlindungan, ketenangan, rasa aman, yang terbebas dari rasa 
takut. Yang bersiifat tolong menolong yakni memberikan 
kesepakatan beberapa orang untuk membayar sejumlah uang 
                                               
9
 Khoiril Anwar, Asuransi Syariah “ Halal dan Maslahat”. Cet 1, penerbit Tiga serangkai. 




sebagai ganti rugi ketika salah satu diantara mereka tertimpa 
musibah. Dan lebih menekankan pada adanya saling 
menanggung atau saling menjamin diantara mereka. Oleh karena 
itu, dengan mengolah keuangan dengan benar dalam rangka 
mengantisipasi keadaan yang sangat dibbutuhkan dangan mau 
tidak mau harus dilakukan. Dalam hal ini asuransi syariah dapat 
menjadi salah satu alternative pilihan. Di mana assuransi syariah 
menerapkan prinsip-prinsip sesuai dengan syariat islam yakni 
unsure kebajikan untuk sesame peserta dan dana asuransi di 
investasikan untuk kemaslahatan umat. Dengan kehadiran 
asuransi takakaful dapat memberikan babak baru bagi 
masyarakat diantaranya  adalah; dimana masyarakat islam dapat 
bertransaksi asuransi secara syariah sehinga terhindar dari 
unsure yang dilarang; Asuransi syariah yang bias menjadi mitra 
kerja bank yang tumbuh dan berkembang. Di dalam asuransi 
takaful memutuskan mengharamkan asuransi yang berhubungan 
gharar, maisir dan riba. 
2. Ir. Muhammad Syakir sula, AAIJ, FIIS, dalam bukunya, 
Asuransi Syariah (life and general), Konsep dan Sistem 
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Operasional,  menyatakan bahwa adnya beberapa pedoman 
dalam Asuransi syariah (takaful) antara lain adalah:10 
Ketentuan umumnya adalah: 
A. Asuransi syariah( ta’min, takaful, thadamun) adalah 
usaha saling melindungi san saling menolong di antara 
sejumlah orang, pihak melalui investasi dalam bentuk 
asset atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian 
untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad 
(perikatan) yang sesuai dengan syariah. 
B. Akad yang dimaksud pada poin (1) adalah akad yang 
tidak mengandung gharar, maizir, dan riba. 
Akad dalam asuransi adalah: 
A. Akad yang dilakukan diantara peserta dengan perusahaan 
yakni akad tijarah dan akad tabarru. 
B. Akad tijarah yang dimaksud pada poin 1 adalah akad 
mudharabah, sedangkan tabarru’ adalah hibah. 
Kedudukan setiap pihak dalam akad Tijarah dan Tabarru adalah: 
                                               
10
  Ir. Muhammad Syakir sula, AAIJ, FIIS, dalam bukunya, Asuransi Syariah (life and general), 
Konsep dan Sistem Operasional,(cet.1: Jakarta, Gema insani press,2004) hal.42-44 
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A. Dalam akad tijarah, perusahaan bertindak sebagai 
mudharib”pengelolah” dan peserta bertindak sebagai shahibul 
mal”pemegang polis” 
B. Dalam akad tabarru, peserta memberikan hibah yang akan di 
gunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, 
sedangkan perusahaan sebagai pengelolah dana hibah. 
Ketentuan dalam akad Tijarah dan Tabarru adalah:11 
A. Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru, 
bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan 
haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum 
menunaikan kewajibannya. 
B. Jenis akad tabarru tidak dapat diubah menjadi akad 
tijarah.Penyempurnaan dari beberapa pedoman diatas bahwa 
akad-akad dalam asuransi syariah tidak hanyya sebatas pada 
akad tabarru’ dan mudharabah saja. Tetapi beeberapa akad-
akad tijarah lainnya yang sebagaiman di benarkan oleh syara’ 
yang digunakan dalam asuransi syariah.12 
                                               
11




3. Prof. Dr. Abdul Ghafur Anshari, S.H., M.H. dalam bukunya, 
Asuransi Syariah di Indonesia (Regulasi dan Operasionalisasinya di 
dalam Kerangka Hukum Positif Di Indonesia), menyatakan bahwa 
Perjanjian atau akad yang di gunakan dalam asuransi takaful pada 
dasarnya merupakan suatu konsep investasi. Umumnya menggunakan 
konsep akad mudharabah. Namun di Indonesia ada yang menggunakan 
konsep akad lainnya dalam hubungan antara perusahaan asuransi takaful 
dengan para pesertanya. Secara rinci konsep perjanjian yang terdapat 
dalam perusahaan asuransi adalah:13 
1. Takaful Keluarga 
Perusahaan takaful dan peserta mengikatkan diri dalam 
perjanjian  al-mudharabah dengan hak dan kewajiban seseai 
dengan perjanjian. Adapun yang menjadi fokus utama dari 
takaful keluarga ini adalah untuk memberikan layanan dan 
bantuan menyangkut asuaransi jiwa dan keluarga, dengan 
harapan tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtra 
dengan perlindungan asuransi yang sesuai dengan Muamalah 
Syariat Islam. 
   2. Takaful Umum 
                                               
13
  Prof. Dr. Abdul Ghafur Anshari, S.H., M.H. dalam bukunya, Asuransi Syariah di Indonesia 
(Regulasi dan Operasionalisasinya di dalam Kerangka Hukum Positif Di Indonesia) 
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Perusahaan takaful dan peserta mengikatkan diri dalam 
perjanjian dalam al-mudharabah dengan hak dan kewajiban 
sesuai dengan perjanjian. Pera takaful umum bisa 
perseorangan, perusahaan, atau yayasan atau lembaga 
berbadan hukum lainnya. Adapun yang menjadi fokus utama 
dalam takaful umum adalah memberikan layanan dan bantuan 
menyangkut asuransi di bidang kerugian seperti perlindungan 
dari  kebakaran, niaga dan kendaraan bermotor dengan 
harapan tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtra 
dengan perlindungan asuransi yang sesuai dengan Muamalah 
Syariat Islam.14 
F.  Metode Penelitian 
1. Metode Pendekatan  
a. Pendekatan Yuridis, yakni suatu pendekatan yang berdasarkan pada 
peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah serta 
Perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan 
pembahasan skripsi ini. 
                                               
14
 Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshari, S.H., M.H. Asuransi Syariah di Indonesia (Regulasi dan 




b. Pendekatan Historis, yaitu suatu pendekatan dengan melihat sejarah 
perkembangan asuransi terutama yang akan dibahas dalam skripsi 
ini yaitu mengenai analisis penerapan prinsip syariah pada 
melanisme operasional asuransi takaful..  
2. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode Library 
research, yaitu suatu upaya mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan 
dengan membaca buku-buku dan karya-karya ilmiah yang relevan 
termasuk tulisan yang dipublikasikan diberbagai media cetak maupun 
elektronik. Sehubungan dengan ini penulis menggunakan tehnik-tehnik 
sebagai berikut: 
a. Kutipan langsung, yaitu penulis mengutib pendapat atau tulisan 
orang secara langsung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun 
merubah susunan redaksinya, baik di publikasikan secara umum 
maupun hanya kalangan sendiri. 
b. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutib pendapat orang lain dengan 
cara mengformulasikan dalam susunan redaksi yang baru, tanpa 
sedikitpun merubah susunan redaksinya. Mengutip pendapat orang 
lain dengan cara meringkasnya, tetapi inti dari pendapat tersebut 
tetap sama.  
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3. Metode Analisis Data  
Dalam mengelolah data yang ada, maka penyusun menggunakan 
beberapa metode, yakni: Metode Deduktif, yaitu dipergunakan dalam 
menganalisis penerapan prinsip syariah pada mekanisme operaional 
asuransi takaaful dengan melihat bersifat umum kemudian mengambil 
kesimpulan yang bersifat khusus.  
G.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Penyusunan skripsi ini oleh penulis dimaksudkan untuk tujuan sebagai 
berikut: 
1. Untuk memberi kontribusi ilmiah bagi insan akademik dalam kalangan 
UIN Makassar dan bagi pelaku bisnis islam 
2. Bagi Penulis secara Praktis, skripsi ini bermanfaat dalam 
megaplikasikan ilmu yang diperoleh selama bangku kuliah, dimana 
penulisan ini merupakan interpretasi dari pemikiran penulis ditambah 
dengan gambaran-gambaran umum yang terkait didalam penyusunan 
skripsi tersebut. Dan juga memberikan gambaran kepada penulis 
perkembangan asuransi takaful dan perbedaan dengan konvensional 
3. Secara Empiris, Bagi dunia perasuransian, penulisan ini dapat dijadikan 
sebagai bahan acuan atau referensi (pedoman) dalam pengajaran, yang 
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mana penulisan skripsi ini berisi Implementasi Prinsip Bisnis Syariah 
Pada Asuransi Takaful Di Indonesia 
Penyusunan skripsi ini oleh penulis dimaksudkan untuk memberikan 
manfaat sebagai berikut:  
1. Di harapkan agar para pelaku bisnis syariah khususnya bisnis asuransi 
syariah dapat menjalankan prinsip-prinsip islam. 
2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang akan 
dijadikan masukan bagi pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia 
asuransi yang khususnya asuransi takaful. 
3. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya 


















TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI TAKAFUL 
A. Pengertian Asuransi Takaful 
Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan 
membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan 
menghindari kesulitan pembiayaan. Secara umum konsep asuransi merupakan 
persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-msing menghadapi 
kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu 
menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu 
ditanggung bersama oleh mereka.1 
Dalam bahasa Arab, asuransi secara umum dikenal dengan istilah at-
ta’min, penanggung disebut mu’ammin. At-ta’min diambil dari amana yang 
artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa 
takut, seperti yang tersebut dalam QS. Quraisy (106) : 4, 
ü” Ï% ©!$# Οßγyϑ yèôÛr& ÏiΒ 8íθ ã_ Ν ßγoΨ tΒ#u uρ ôÏiΒ ¤∃öθ yz ∩⊆∪    
 “Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan”. 
                                               
1
 Heri Sudarsono, SE, Bank  dan Lembaga Keuangan Syariah  (deskripsi dan Ilustrasi, (cet. 1. 





 Pengertian dari at-ta’min adalah seseorang membayar/menyerahkan 
uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang 
sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap 
hartanya yang hilang.   
Di Indonesia sendiri, asuransi Islam sering dikenal dengan istilah 
takaful. Kata takaful berasal dari takafala-yatakafalu yang berarti menjamin 
atau saling menanggung. Asuransi yang diartikan sebagai perjanjian yang 
berkaitan dengan petanggungan atau penjaminan atas resiko kerugian tertentu.2 
Muhammad Syakir Sula ,mengartikan takaful dalam pengertian muamalah 
adalah saling memikul risiko diantara sesama orang, sehingga antara satu 
dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. 
Asuransi dapat dipahami sebagai suatu jaminan atau pertanggungan 
yang diberikan pihak penanggung (kantor Asuransi) kepada pihak tertanggung 
untuk resiko kerugian yang ditetapkan dalam surat perjanjian (polis) apabila 
terjadi kebakaran, kerusakan dan sebagainya dengan yang tertanggung 
membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap-tiap 
bulan.3 
                                               
2
 Hendi Suhendi ,Deni K Yusup, Asuransi Takaful  dari teoritis ke praktis, (cet.1 Bandung, 
2005,  Mimbar pustaka Bandung) hal. 1 
3
  M.Ali Hasan, Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Jakarta: 
PT. RajaGrafindo, 1997) h.57. 
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Dari segi istilah, Definisi Asuransi menurut Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian Bab 1, Pasal 1 
adalah: 
"Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, 
dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung 
dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada 
tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang 
diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin 
akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, 
atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal 
atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan” . Selain pengertian 
tersebut banyak definisi mengenai asuransi :4   
 
 “In the survey of modern economi world, the business of insurance must 
have a prominent place. There is general agreement among most economic 
theories that the essence of insurance lies in the elimination of the uncertain 
risk of loss for the individual through the combination of a large number of 
similarly exposed individuals who each contributes to a common fund 
premium payments, sufficient to make good the loss caused by anyone 
individual. Therefore, before insurance can be undertaken on a sound 
economic basis, not only the nature of an insurable risk but its probable 
occurrence and resulting loss must be determined. It is obvious that all risks are 
not equally subject to indemnification by means of insurance. The chance or 
the uncertainty as well as the measure ability of various types of risk differs”.5 
 
Konsep Sederhana, Suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok 
orang yang bias tertimpa kerugian guna menghadapi kejadian yang tidak dapat 
mereka maka beban kerugian akan disebarkan ke seluruh kelompok.  
Pengertian Ekonomi, Suatu aransemen ekonomi yang menghilangkan 
atau mengurangi akibat yang merugikan di masa datang karena berbagai 
                                               
4
 Ibid hal.3   
5
 M. A. Mannan, Islamnic Economics Theory nda Practice, A comparative study, Delhi, India, 
Idarah-I Adabiyat-I Delli, Qasimjat ST, 2009.  
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kemungkinan sejauh menyangkut kekayaan (vermoegen) seorang individu. 
Sedangkan dalam ekonomi islam, asuransi takaful merupakan lembaga 
keuangan syariah non bank yang bergerak di bidang jasa penjaminan atau 
pertanggungan resiko kepada para nasabahnya.  
Dewan Syariah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa 
mengenai asuransi syariah. Dalam Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 
bagian pertama mengenai Ketentuan Umum angka 1 disebutkan pengertian 
asuransi syariah (ta’min, takaful, atau tadhamun) adalah usaha saling 
melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui 
investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru’ yang memberikan pola 
pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang 
sesuai dengan syariah.   
Sedangkan menurut pasal 246 kitab Undang-undang Hukum Dagang 
(KUH Dagang) yang dimaksud dengan asuransi adalah 
     “Suatu perjanjian yang dengannya seorang penanggung mengikatkan 
dirinya kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk 
memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau 
kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkian akan dideritanya 
karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau tentu.6 Berdasarkan tentang 
ketentuan asuransi takaful, tetapi di dalamnya terdapat seperangkat prinsip-
prinsip umum yang mengatur bagi adanya penjaminan atau pertanggungan.”
  
                                               
6
  Lihat   pasal   246 (74) Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) 
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Dalam pasal 1774 KUHD Perdata pertanggungan/ asuransi termasuk 
dalam ketegori perjanjian untung-untungan. Secara lengkap dalam pasal ini 
disebutkan bahwa: 
    “Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, 
mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun sementara pihak, 
bertanggung  
Pada kejadian yang belum tentu. Demikian adalah: perjanjian pertanggungan, 
bunga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan”. Perjanjian yang pertama 
(perjanjian pertanggungan)  diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Dagang.7 
 
 Adapun peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan 
pemerintah yang berkaitan dengan asuransi syariah yaitu:8 
 Keputusan Menteri Keuangan Berdasarkan  Republik Indonesia Nomor 
426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan 
Asuransi dan Peusahaan Reasuransi. Peraturan inilah yang dapat dijadikan 
dasar untuk mendirikan asuransi syariah sebagaimana ketentuan dalam pasal 3 
yang menyebutkan bahwa” setiap pihak dapat melakukan usaha asuransi atau 
usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah …” Ketentuan yang berkaitan 
dengan asuransi syariah tercantum dalam pasal 3-4 mengenai persyaratan dan 
tata cara memperoleh izin usaha perusahaan asuransi dan perusahaan 
reasuransi dengan prinsip syariah, pasal 32 mengenai pembukaan kantor 
                                               
7
  Prof. Abdul Ghour Anhsari, Asuransi Syariah Di Indonesia, raegulasi dan opeasionalisasi 
didalam  kerangnka hukum positif  di Indonesia, UUI Press, Yogyakarta, 2007, h.2 
8
  Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam perbankan dan Perasuransian Syariah di 
Indonesia, cet. 3, Jakarta. Kencana, 2006. 
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cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan 
reasuransi konvensional, dan pasal 33 mengenai pembukaan kantor cabang 
dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi dan 
reasuransi dengan prinsip syariah. 
 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan 
Perusahaan Reasuransi. Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah 
tercantum dalam pasal 15-18 mengenai kekayaan yang diperkenankan harus 
dimiliki dan di kuasai oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi 
dengan prinsip syariah. 
 Keputusan Direktorat Jenderal lembaga Keuangan Nomor Kep. 
4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan 
Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah. 
 Dari peraturan perundang-undangan yang ada tersebut dapat dilihat 
adanya kemajuan perangkat pengaturan asuransi syariah, namun belum cukup 
untuk mengakomodasi kegiatan perasuransian syariah di Indonesia terutama 
jika dibandingkan dengan perbankan syariah dengan kerangka dan perangkat  
pengaturanya lebih baik.9 
                                               
9
 Pengaturan  mengenai Perbakan Syariah  diatur secara tersendiri dan terinci dalam SK 
BI/Kep/Dir  Tanggal 12 Mei 1998 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah dan SK 
BI/32/34/Kep/Dir  tanggal 12 Mei 1998 tentang  Bank Pengkreditan  Rakyat Berdasarkan prinsip 
syariah tanggal 12 Mei 1998.   
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Definisi asuransi menurut Prof. Mark R. Green: “Asuransi adalah suatu 
lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko, dengan jalan 
mengkombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah obyek yang cukup besar 
jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan 
dalam batas-batas tertentu”. 
Defenisi menurut Fuad Mhd Fahruddin bahwa asuransi adalah suatu 
perjanjian-peruntungan.10 
 Dari beberapa pengertian diatas, asuransi takaful berarti adanya pihak 
penanggung atau penjamin atas segala resiko,  kerusakan, kehilangan atau 
kematian yang dialami oleh nasabah (pihak tertangung). Dalam hal ini, si 
tertanggung  mengikat perjanjian(penjaminan resiko) dengan si penanggung 
atas barang atau harta, jiwa dan sebagainya berdasarkan prinsip bagi hasil 
berdasarkan pola pembagian keuntungan dan kerugian (profit dan lost sharing) 
yang di sepakati oleh kedua belah pihak.11 Degan demikian asuransi berbeda 
dengan asuransi konvensional yakni pada asuransi syariah setiap peserta sejak 
awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain 
dengan mernyisihkan dananya sebagai yuran kebajikan sebagai tabarru’. Jadi 
sistem ini tidak mengunakan pengeliha resiko (transfer of risk) dimana 
                                               
10
  Fuad Muhammad Fahruddin, Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransidi 
dalam keraansi , PT. Al-Ma’rif: Bandung, 1985, h.201  
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tertanggung harus dibayar premi, tetapi lebih kepada pemagian resiko(sharing 
of risk) di mana para peserta saling menanggung.  Kedua, akad yang digunakan 
dalam asuransi syariah harus selarang dengan hukum islam artinya akad yang 
harus terhindar dari riba, maisir, dan gharar, disamping itu investasi dana harus 
pada objek yang halal-thoyibah. 
Dari berbagai rumusan pengertian tentang maka penulis dapat 
menyimpulkan bahwa asurasni takaful adalah  adanya suatu persetujuan di 
mana  pihak yang memimjam berjanji kepada pihak yang dijamin untuk 
menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin 
akan di derita oleh yang di jamin, oleh akibat suatu peristiwa yang belum jelas 
akan terjadi. Sedangkan fungsinya merupakan suatu upaya untuk 
menangulangi ketidakpastian terhadap kerugian yang di alami oleh pihak yang 
ditanggung. 
B. Sejarah Perkembangan Asuransi Takaful 
1. Latar Belakang Berdirinya Asuransi Takaful 
Rancangan  awal usaha pendirian asuransi takaful di Indonesia di tandai 
dengan sebuah pertemuan yang dilakukan oleh wakil oleh Yayasan  Abdi 
Bangsa (YAB), Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Asuransi Jiwa Tugu 
Mandiri (AJTM) dalam sebuah Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia 
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(TEPATI). Tim tersebut berupaya merumuskan rancangan awal pembentukan 
lembaga asuransi yang berdasarkan syariah.12 
Di samping itu, pembentukan lembaga asuransi takaful mutlak di 
butuhkan oleh Bank Muamalat di Indonesia (BMI) sebagai mitra usaha untuk 
mendukung permodalan dan pengembangan asuransi syariah. Selain itu, usaha 
pendirian asuransi takaful juga di tujukan untuk meningkatkan kepercayaan 
masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Proses pembentukan Asuransi 
Takaful di Indonesia dilakukan melalui beberapa tahapan. Pada tahap pertama, 
di lakukan studi banding yang dilakukan oleh anggota TEPATI. Hal demikian 
dilakukan dengan asumsi bahwa Malaysia merupakan negara pertama yang 
mempraktekkan asuransi berdasarkan prinsip syariah.13 Dari hasil studi 
banding tersebut, selanjutnya tahap ke dua dilakukan persiapan pembentukan 
asuransi takaful melalui berbagai lokakarya dan seminar. Sebagai langkah 
kongkrit dari hasil lokakarya dan seminar tentang asuransi takaful, kemudian 
dibentuklah PT. Syarikat Takaful Indonesia (STI) sebagai holding campany   
pada tanggal 24 Februari 1994. STI merupakan lembaga keuangan yang 
bergerak di bidang jasa asuransi yang membawahi dua buah perusahaan jasa 
asuransi lainnya. Yakni PT. Asuransi Takaful Keluarga (ATK) dan PT. 
                                               
12Kutipan Yadi Janwari dari Ahmad Azhar Basyir “Takaful Sebagai Alternatif Asuransi 
Islam” dalam Ulumul Qur’an; Jurnal  Kebudayaan dan  Peradaban, Nomor 2/VII/1996/ hal. 15-21  
13
 Kutipan dari pengantar  redaksi Umum Ulumul Qur’an tentang  Syarikat Takaful Indonesia 
dalam Ulumul Qur’an; Jurnal Kebudayaan dan Peradaban, Nomor 2/VII/1996, hal.36. 
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Asuransi Takaful Umum ( ATU). Selanjutnya pada tahap ketiga, mulai 
dilakukan upaya pengembangan segmentasi usaha pendirian lembaga-lembaga 
asuransi sejenis di barbagai wilayah dan daerah di Indonesia. Hal ini di 
lakukan agar sosialisasi dan percepatan pengembangan lembaga keuangan 
syariah yang tidak hanya tdak terbatas apa bidang jasa keuangan perbankan, 
tetapi semua instrumen baik lembaga keuangan bank maupun non bank. 
Pendirian dua anak perusahaan PT Syarikat Takaful Indonesia adalah dalam 
merangka menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Bab III Pasal 3 UU 
No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang berbunyi; 
Usaha-usaha asuransi syariah adalah sebagai berikut:14 
a. Usaha asuransi  kerugian yang memberikan jasa dalam penangguangan 
resiko atau kerugian, kehilangan manfaat dan tanggungjawab yang 
timbul dari akibat yang tidak pasti  
b. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan 
resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meningglnya seseorang yang 
dipertangguhkan. 
c. Usaha auransi yang memberikan jasa dalam pertangungan ulang 
terhadap resiko yang dihadapi perusahaa asuransi kerugian dan 
perusahaan asuransi jiwa. 
                                               
14
 Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshari, Penerapan Prinsip Syariah , dalam lembaga keuangan  
lembaga pembiayaan dan perusahaan pembiayaan,  cet 1, Yokyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.  
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Di bidang bisnis inilah asuransi semakin berkembang, terutama dalam 
hal perlindungan terhadap barang-barang perdagangannya. Namun 
perkembangan ini tidak sejalan dengan kesesuaian praktek asuransi terhadap 
syariah. Meskipun demikian, dengan banyaknya kajian terhadap praktek 
perekonomian dalam perspektif hukum islam, asuransi mulai diselaraskan 
dengan ketentuan-ketentuan syariah. 
2. Faktor-faktor determinan pembentukan 
Berdirinya Asuransi Takaful di Indonesia merupakan salah satu upaya 
dari pencapaian tujuan hukum berdasarkan pada pandanagn ekonomi islam 
(maqashid fi fiqh al-muamalah). Hal ini terkait dengan aspekaspek tujuan 
hukum islam yang universal, diantaranya adalah (1) terpeliharanya agama (2) 
terpeliharanya jiwa (3) terpeliharanya akal (4) terpeliharanya harta dan (5) 
terpeliharanya keturunan, berdasarkan pandangan tesebut. Berdasarkan pada 
pembentukan asuransi takaful tidak dapat di telaah hanya pada sudut pandang 
sosio-ekonomi dan sosio-politik semata-mata, tetapi juga mencakup segala 
aspek yang mendukung bagi tujuan didirikannya lambaga keuangan tersebut. 
Dengan kata lain, berdirinya Asuransi Takaful pada tahun 1994 merupakan 
representasi dari kehendak umat islam di Indonesia yang membutuhkan 
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kehadiran lembaga asuransi bedasarkan syariah yang di sesuaikan dengan 
tuntutan dan keadaan.15 
d. Kerangka dasar pembentukan 
 Upaya pembentukan Asuransi Takaful di Indonesia sesungguhnya telah 
dirintis sejak masa awal pembentukan bank syari’ah. Melihat prospek 
perkembangan bank syariah yang semakin pesat, khususnya setelah krisis 
ekonomi moneter berlangsung, muncul gagasan bagi pembentukan lembaga 
asuransi yang prinsip syariah. Sekurang-kurangnya ada dua faktor penting 
yang turut mempengaruhi proses pembentukan asuansi takaful di indonesia 
yakni faktor endogeneus yang merupakan sebab yag didasarkan pada ukuran 
kemakmuran bidang ekonomi, tingkat pendapatan hidup masyarakat. Faktor 
exogenous merupakan faktor eksternal yang berasal dari luar diri manusia, 
tetapi dapat mendorong seseorang mengambil keputusan untuk memanfaatkan 
jasa asuransi dan produk-produknya. Dengan demikian, kerangka dasar 
pembentukannya asuransi takaful ditentukan oleh beberapa aspek diantaranya 
adalah filosofis dan yuridis, rancangan dan desain asuransi, profesionalisme 
tenaga pengelolah, tehnik dan operasional, dan pegawasan dan evaluasi.16 
 
                                               
15
 Dikutip Penulis dari pendapat Mahmud  Syalthout dalam bukunya Isalam Akidah dan 
Syariah dalam tesis Samsul Fala, pemikiran hukum islam dan produk-produk hukum Islam di 
Indonesia (Bandung: Program Pascasarjana IAIN SGD, 2003) h.50.  
16
 Ibid  h.53  
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C. Landasan Hukum Asuransi Takaful  
Secara umum, dasar utama pembentukan asuransi takaful sesunggunya 
mengacuh pada prinsip umum yang terdapat dalam nash,al-Qur’an, yang 
mengharuskan setiap individu saling tolong menolong satu sama lain. Selain 
nash tersebut, pembentukan asuransi takaful juga di dasarkan pada beberapa 
landasan, yaitu:17 
Pertama, landasan syariah. Asuransi takaful merupakan asuransi syariah 
yang sekurang-kurangnya asuransi yang islami. Sebab prinsip-prinsip dan cara 
kerja asuansi takaful bertumpu pada prinsip tolong-menolong (al-ta’awun) 
yang bersandar pada Al-Qur’an dan Sunnah. Bahkan jika di lacak dalam dalam 
ketentuan  nash terdapat beberapa ayat al-Qur’an yang dijadikan pijakan dasar 
asuransi takaful, antara lain;  
1). QS al-Maidah: 2 yang berbunyi : 
(#θ çΡuρ$ yès?uρ ’ n? tã ÎhÉ9 ø9$# 3“ uθ ø)−G9$#uρ ( Ÿωuρ (#θ çΡuρ$ yès? ’ n? tã ÉΟ øOM}$# Èβ≡ uρ ô‰ ãèø9$#uρ 4 (#θ à)¨?$# uρ ©!$# ( ¨βÎ) ©!$# ß‰ƒÏ‰ x© 
É>$ s)Ïèø9$# ∩⊄∪    
 
Terjemahannya: 
“Tolong menonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan peanggaran. Dan 
                                               
17
 Deni K Yusuf, Intisari Mata Lukiah Asuransi Takaful ( Bandung: Fakultas Syariah IAIN 
SGD< 2004) h.3   
32 
 
bertakwalah kamu kepada Allah, sesunnguhnya Alllah amat berat siksa-
Nya”.18  
 
2).QS an-Nisa: 9 yang berbunyi: 
|· ÷‚ u‹ø9uρ šÏ%©!$# öθ s9 (#θ ä.ts? ô ÏΒ óΟ ÎγÏù=yz Zπ−ƒ Íh‘ èŒ $ ¸≈ yèÅÊ (#θ èù% s{ öΝÎγøŠn=tæ (#θ à)−Gu‹ù=sù ©!$# (#θ ä9θ à)u‹ø9uρ Zωöθ s% 
#´‰ƒ Ï‰ y™ ∩∪    
 
Terjemahannya: 
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yanng mereka 
khawatir kerhadap kesejahtraan mereka”19 
 
3). Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh HR. Muslim dari Abu Hurairah : 
 َجَ َ
ْُا ِبُْآ ْِ ٌَُْآ ٍِْُ ْَ َجَ ْَا  ُْَ  ِ ْ!َْا ِن#ْَ $ْِ اَو ،ِَ َ'ِا ِم#َْی ِبَُآ ْِ ًَ
 ِن#ْَ $ْِ ُ ْ!َْا َماَد َ ِْ,َِأ)ﺱ 0اور.(  
Artinya: 
“ Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, 
Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah 
senantiasa menolong hamba-Nya selama (ia) suka menolong saudaranya”. 
 
4). Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh HR. Muslim dari Nu’man bin Basyir : 
َل5َ ٍ6ِَ ِْ ِن7َ!ْ8ا ْَ :  ْ:ِ7ِ;ُاَ<ََو ِْه>دا#َ<َ ?ِ َِِ@ْ7ُْا AُBََ ََﺱَو ِْََ ُا $Cَ ِا ُل#ُﺱَر َل5َ
$َDَْﺵا اَذِإ ِَHَْا AُBََ ْ:ِIِJُ!َ<ََو  $7Kُْاَو ِ:َِ ِَHَْا ُLِَﺱ ُَ $َاَ<َ #ٌMْُ ُْِ) 0اور( 
Artinya: 
                                               
18
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponerogo, 2006), h. 
106. 
19
 Ibid, h. 78. 
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“Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan 
mencintai bagaikan tubuh yang satu; jikalau satu bagian menderita sakit, 
maka bagaian yang lain akan turut menderita” 20 
 
Hadits tentang aqilah Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra., dia berkata : 
Berselisisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita 
tersebut melempar batu ke wanita yang lain, sehingga mengakibatkan kematian 
wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka, ahli waris dari wanita 
yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah 
SAW, maka  Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan 
terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau 
perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang 
darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki) 
(HR.Bukhari). 
          Hadits di atas menjelaskan tentang praktik aqilah yang telah menjadi 
tradisi di masyarakat Arab. Aqilah dalam Hadits di atas dimaknai dengan 
ashabah (kerabat dari orang tua laki-laki) yang mempunyai kewajiban 
menanggung denda (diyat) jika ada salah satu anggota sukunya melakukan 
pembunuhan terhadap anggota suku yang lain. Penanggungan bersama oleh 
aqilah-nya merupakan suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang 
                                               
20
  Drs. H. Ahmad Kamil, dan Drs. H. Fausan, Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan 
Ekonomi Syariah,  ed. 1, Jakarta, Kencana, 2007. 
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berlaku pada bisnis asuransi. Kemiripan ini didasarkan atas adanya prinsip 
saling menanggung (takaful) antar anggota suku. 
Kedua, Landasan Filosofis. Tradisi ijtihad bersamaan dengan perubahan 
sosial dan  hukum islam. Ijtihad menjadi media bagi perumusan norma-norma 
hukum islam. Secara sistematis berikut ini pembentukan pranata-pranatanya 
melaui penalaran akal terhadap nash.21 
Ketiga, Landasan Sosiologis. Secara mikro, berdirinya asuransi takaful 
lebih mengandalkan potensi modal dalam negeri(capital domestic), takala 
pihak swasta banyak berperan menanamkan investasi dalam struktur dan 
manajemen lembaga keuangan syariah. Sedangkan secara makro, tingkat 
partisipasi ekonomi pasar global dalam pembangunan ekonomi syariah di 
Indonesia belum memberi perhatian bagi pembangunan ekonomi islam.22  
Keempat, Landasan Yuridis. Landasan asuransi takaful di Indonesia 
berdiri dalam bentuk holding campany yang secara yuridis telah memperoleh 
status badan hukum dan persetujuan dari Departemen Kehakiman Republik 
Indonesia nomor C2-18.286.MT.01/01.TH.94 tertanggal 14 Desember 1994. 
Izin operasional 4 tertanggal 1 Juni 1995 dengan Akta Notaris Yudo 
Paripurno,SH tanggal 5 Mei 1994. Selain itu dasar hukum Asuransi Takaful di 
                                               
21
  Wahbah Zuhaili, Ushul Fiqh Al-Islami (Damarkus; Dar al-Fikr, 1986). Hal.1039.  
22
  Surozo Imam  Zadjuli, Kelembagaan  Ekonomi Islam  dalam  Perspektif  Islam : kajian 
kritik terhadap kelembagaan konvensional, makalah dalam”seminar dan lokakarya kurukulum dan 
sillabus ekonomi islam” 2003, hal 9-10 
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Indonesia juga berdasarkan peraturan-peraturan  berikut: pasal yang berbunyi” 
suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya 
mengenai untung ruginya, baik semua pihak maupun bagi sementara pihak, 
bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu”. 
Semua elemen perjanjian asuransi ini di setujui oleh prinsip al-Qur’an, 
karena itu al-Qur’an adalah prinsip pembimbing dalam menyediakan justifikasi 
yang bersifat instrumen untuk aplikasi kontrak bagi manusia supaya mereka 
sukses dalam dunia dan akhirat. Asuransi syariah juga mengarah kepada 
berdirinya sebuah masyarakat yang tegak diatas asa saling membantu dan 
saling menopang karena setiap muslim terhadap muslim yang lainnya 
sebagaimana sebuah bangunan yang saling menguatkan sebagian yang lain. 
Dalam model asuransi ini tidak ada perbuatan memakan harta manusia dengan 
batil, karena apa yang telah diberika semata-mata sedekah dari hasil harta yang 
dikumpulkan. Selain itu keberadaan asuransi syariah akan membawa kemajuan 
dan kesejaahraan pada perekonomian umat. Dari segi hukum positif, hinga saat 
ini asuransi syariah masih berdasarkan legalitas pada UU No 2 tahun 1992 
tentang usaha perasuransian yang sebenarnya kurang mengakomodasi asuransi 
syariah di Indonesia karena kurang mengatur mengenai keberadaan asuransi 
berdasarkan syariah. Dengan kata lain, UU No 2 tahun 1992 tidak dapat 
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dijadikan landasan hukum yang kuat bagi asuransi syariah.23 Disamping itu 
perasuransian syariah di Indonesia juga diatur di dalam beberapa fatwa DSN-
MUI antara lain Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman 
Umum Asuransi Syariah. Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang 
Akad Mudharabah Musyarakah pada asuransi syariah. Fatwa DSN-MUI No. 
52/DSN-MUI/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada asuransi dan 
reasuransi syariah, Fatwa DSN MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad 
Tabarru’ ada Asuransi dan Reasuransi syariah. 
D. Perbandingan Asuransi Takaful dan Asuransi Konvensional 
Pada dasarnya asuransi syariah dan asuransi konvensional mempunyai 
tujuan sama, yaitu pengelolaan atau penanggulangan risiko. Namun beberapa 
perbedaan mendasar dalam kontrak awal menjadikan asuransi syariah dinilai 
lebih fair dibandingkan asuransi konvensional. 
Asuransi syariah secara teoritis masih masih menginduk pada kajian 
ekonomi islam secara umum. Oleh karena itu, asuransi syariah hatus tunduk 
kepada aturan-aturan syariah. Inilah yang kemudian membentuk karakteristik 
asuansi syariah yang unik dan membedakannya dengan asuransi kenvensional. 
Beberapa perbedaan  asuransi syariah dengan konvensional antara lain:24 
                                               
23
 Gemala Dewi, SH,LL,M.”aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian syariah 
di Indonesia”  Jakarta, Kencana. 2006. hal 141-142 




a. Asuransi syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas 
mengenai produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dananya 
dengan asuransi konvensional. 
b. Akad pada asuransi syariah adalah akad tabarru’ untuk hubungan sesama 
peserta dimana pada dasarnya akad dilakuka atas dasar tolong menolong. 
Untuk hubungan peserta dengan perusahaan asuransi yang digunakan akad 
tijarah, mudharabah,  mudharabah musyarakah, wakalah bil ujrah, wadiah, 
dan  syirkah, sedangkan asuransi konvensional akad dilaksanakan 
berdasarkan pada jual beli(tabadulliah) 
c. Pembagian keuntungan pada asuransi syariah di bagi antara perusahaan 
dengan peserta sesuai dengan prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah 
ditentukan. Sedangkan pada asuransi konvensional seluruh keuntungan 
menjadi milik perusahaan. 
d. Investasi dana pada asuransi syariah bedasarkan bagi hasil(mudharabah), 
bersih dari gharar, maisir, dan riba. Sedangkan pada asuransi konvensional 
memakai bunga(riba) sebagai landasan perhitungan investasinya. 
e. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan 
hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolahnya secara syariah. Pada 
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asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah menjadi milik 
perusahaan, sehingga perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya.25 
f. Dalam mekanismenya, asuransi syariah tidak mengenal dana hangus seperti 
yang terdapat pada asuransi konvensional. Jika pada masa kontrak peserta 
tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri 
sebelum masa reversing period, maka dana yang dimaksudkan  dapat 
diambil kembali, kecuali sebagian dana yang telah diniatkan untuk tabarru’  
g. Pembayaran klaim, pada asuransi syariah diambil dari dana tabarru’ (dana 
kebajikan) seluruh peseeta yang sejak awal telah diikhlaskan bahwa ada 
penyisihan dana yang dipakai sebagai dana tolong menolong diatara peserta 
jika terjadi musibah. Sedangkan pada asuransi konvensional pembayaran 
klim diambilkan dari rekening dana perusahaan. 
h. Asuransi syariah menggunakan sistem sharing of risk dimana terjadi proes 
saling menanggung antara peserta dengan peserta lainnya, sedangkan 
asuransi konvensional yan dilakukan adalah transfer of risk, di mana terjadi 
pengaliham resiko dari tertanggung (klien) kepada penanggung(perusahaan) 
i. Asuransi syariah dibebani kewajiban membayar zakat dari keuntungan yang 
diperoleh sedangkan asuransi konvensional tidak. 
j. Asuransi syariah menggunakan konsep akuntansi cash basic yang mengakui 
apa yang telah ada sedangkan asuransi konvensional menggunakan sistem 
                                               
25
  Ibid  267 
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akuntansi accurual basic yang mengakui aset biaya, kewajiban yang 
seharusnya belum ada padahal belum tentu terealisasikan.26 
Namun demikian, dari segi sumber hukumnya dapat dibedakan yakni 
asuransi takaful lebih banyak di dasarkan pada teks al-Qur’an, Sunnah, dan 
Ijmah, sedangkan asuransi konvensional lebih banyak bermuatan norma 
hukum yang sepenuhnya berdasarkan syariat, atas dasar itu, kini muncul 
tuntutan untuk dibuatnya payung hukum yang tetap dan jelas bagi asuransi 
takaful seperti halnya UU No. 10 tahun 1998 yang menjadi payung hukum bai 
bank syariah. 
 Sedangkan dari tujuannya, asuransi takaful lebih banyak ditujukan 
untuk membumikan prinsip-prinsip Islam dalam praktek kegiatan ekonomi. 
Prinsip-prinsip ekonomi islam seperti tauhid, keadilan, persamaan, kebebasan, 
tolong-menolong dan kemaslahatan umum dapat dijabarkan dala kegiatan 
ekonomi. Berdasarkan prinsip tersebut, kehadiran asuransi takaful berarti akan 
mengubah cara pandang masyarakat bahwa muslim yang berinvestasi di 
lembaga keuangan syariah akan lebih aman dan terjamin dari pada di asuransi 
konvensional baik secara syariat maupun ekonomi. Jika demikian, maka tak 
ada alasan untuk memilih asuransi takaful sebagai tempat berinvestasi.27 
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 Ibid  h.268 
27Deni K Yusuf, “Asuransi Takaful  dari teori dan Praktis”  (Bandung, 2009) hal 135-136 
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E. Ciri dan Karakteristik Asuransi Takaful 
Kebangkitan kedua sektor keuangan syariah setelah perbankan (Bank 
Muamalat dan BPR Syari’ah), selanjutnya di alami oleh asuransi. Ini terjadi 
pada tahun 1994 tatkala untuk pertama kalinya didirikan sebuah perusahaan 
asuransi berdasarkan syariat  di Indonesia melalui PT Syarikat Takaful 
Indonesia (STI). PT. STI. sendiri memiliki dua anak perusahaan. Apabila 
dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, bahkan penduduknya 
yang non muslim keberadaan asuransi takaful di Indonesia terbilang lambat. 
Hingga saar ini, PT. Syarikat Takaful Indonesia masih menjadi satu-satunya 
perusahaan asuransi bedasarkan syariah. Namun demikian ada beberapa 
perusahaan asuransi konvensional yang mulai menjajaki peluncuran  produk-
produknya berdasarkan sistem syariah. Dibandingkan dengan asuransi 
konvensional lembaga asuaransi syariah memiliki ciri dan karakteristik yang 
paling mendasar, yaitu;28  
a. Adanya lembaga dewan pengawas syariah dalam struktur organisasi 
asuransi syariah. Lembaga ini bertugas mengawasi dan mengntrol syariat 
islam.  
b. Misi yang di emban dalam asuransi syariah adalah misi aqidah dan misi 
ibadah (ta’wun) 
                                               
28
  Deny K Yusup, op.cit hal 15-17 
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c. Pada produk-produk saving life  terjadi pemisahan dana, yaitu dana 
tabarru’ derma dan dana peserta, sehingga tidak mengenal dana hangus. 
d.  Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) di 
investasikan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)  
e. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. 
Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolahnya. 
Sedangkan untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah dana di ambil ari 
rekening dana sosial. Seluruh peserta yang sudah diikhlaskan untuk 
keperluan tolong menolong jika ada peseta yang terkena musibah. 
Dimana keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik 
dana dengan perusahaan selaku pengelolah dana dengan menggunakan prinsip 
bagi hasil. Diatara ciri dan karakter yang lebih mendasar yakni;29 
a) Akad asuransi syari’ah adalah bersifat tabarru’, sehingga tidak mengenal 
premi melainkan infaq atau sumbangan. Dan sumbangan yang diberikan 
tidak boleh ditarik kembali. Atau jika tidak tabarru’, maka andil yang 
dibayarkan akan berupa tabungan yang akan diterima jika terjadi peristiwa, 
atau akan diambil jika akad berhenti sesuai dengan kesepakatan, dengan 
tidak kurang dan tidak lebih. Atau jika lebih maka kelebihan itu adalah 
kentungan hasil mudharabah bukan riba. 
                                               
29
  http///google//ber-asuransi, mau  pilih  jenis apa…lukisan ilmu.html 
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b) Akad asuransi ini bukan akad mulzim (perjanjian yang wajib dilaksanakan) 
bagi kedua belah pihak. Karena pihak anggota ketika memberikan 
sumbangan tidak bertujuan untuk mendapat imbalan, dan kalau ada 
imbalan, sesungguhnya imbalan tersebut didapat melalui izin yang 
diberikan oleh jama’ah (seluruh peserta asuransi atau pengurus yang 
ditunjuk bersama). 
c) Dalam asuransi syari’ah tidak ada pihak yang lebih kuat karena semua 
keputusan dan aturan-aturan diambil menurut izin jama’ah seperti dalam 
asuransi takaful. 
d) Akad asuransi syari’ah bersih dari gharar dan riba. Sebab perusahaan 
asuransi diharamkan berinvestasi dengan cara konvensonal yang ribawi. 
Hanya boleh menggunakan sistem syariah, yaitu bagi hasil. Selain itu jenis 
usahanya pun harus dipilih yang halal, tidak boleh misalnya untuk pabrik 
minuman keras, rokok, usah hiburan maksiat dan sebagainya. 
e) Asuransi syariah bernuansa kekeluargaan yang kental. 
Sedangkan karakternya sendiri adalah;30 
a) Merupakan bisnis kepercayaan. Integritas sumber daya insani yang terlibat 
di dalamnya merupakan faktor utama. 
b) Bukan merupakan kebutuhan dasar pribadi. Diperlukan upaya khusus 
untuk meyakinkan calon peserta/kastemer. 
                                               
30
   http:///Google:/ Prospek Bisnis: Asuransi Syariah Takaful/comments.php.htm 
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c) Tergantung kepada kondisi ekonomi nasional. Perkembangan bisnis 
asuransi biasanya seiring dengan perkembangan ekonomi nasional. Bisnis 
asuransi mendukung perkembangan ekonomi nasional. Kegiatan 
pemasaran asuransi menciptakan lapangan kerja yang luas. Dana yang 
terkumpul dari premi diinvestasikan kembali pada berbagai sektor usaha 
lain. 
d) Merupakan produk nirwujud. Harus bersifat mudah dimengerti dan 
menarik. 
e) Memungkinkan untuk dipasarkan bersama dengan atau merupakan bagian 
dari produk atau jasa lain, terutama dengan jasa perbankan dan 
perjalanan/wisata.  
f) Memiliki fungsi sosial, karena manfaat sangat dirasakan oleh mereka yang 
mendapat santunan.  
g) Merupakan manfaat jangka panjang. Beberapa jenis polis asuransi dapat 
meliputi jangka waktu 30 tahun, rata-rata 12 tahun. 
h) Sangat diatur. Pemerintah sangat peduli terhadap kepastian perlindungan 
bagi pemegang polis. 
F. Bentuk Asuransi Takaful Di Indonesia 
Asuransi merupakan suatu bentuk akad yang mengharuskan perusahaan 
asuransi untuk memberikan sejumlah harta kepada nasabah/kliennya sebagai 
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konsekwensi dari pada akad itu, baik itu terbentuk imbalan, gaji atau ganti rugi 
barang dalam benruk apapun, ketika terjadi bencana maupun kecelakaan atau 
terbuktinya bahwa sebagaimanapun tertera dalam akad(transaksi), sebagai 
imbalan uang yang harus dibayarkan secara ruti dan berkala ataupun secara 
angsuran maupun kontan dari klien kepada perusahaan asuransi selama 
hidupnya.31 
Asuransi juga merupakan salah satu cara pembayaran ganti rugi kedua 
pihak yang mengalami musibah, yang dananya diambil  dari seluruh peserta 
asuransi. Sebagai contoh, jika seorang tertanggung atau badan hukum tertentu 
yang memiliki atau berkempentingan atas harta benda dapat menjadi peserta 
asuransi kepada penanggung. Perusahaan asuransi yang menjadi pihak yang 
menerima premi asuransi dari pihak tertanggung dan menggung resiko atas 
kerugian yang menimpa harta benda yang telah di asuransikan. 
 Dilihat dari jenisnya, asuransi takaful terbagi dalam dua bagian besar 
yakni Asuransi Takaful Umum (ATU) dan Asuransi Takaful Keluarga (ATK). 
Hal ini mengacu pada ketentuan UU No. 2 tahun 1992 tentang perasuransian. 
Lebih dari tiu, pembagian ini didasarkan pula atas jenis0jenis produk jasa 
asuransi yang ditawaarkan kepada masyarakat. 
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Asuransi Takaful Umum (ATU)  adalah suatu bentuk asuransi takaful 
yang memberikan perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan 
atas harta milik peserta asuransi takaful.  Sedangkan Asuransi Takaful 
Keluarga (ATK)  adalah suatu bentuk asuransi takaful yang memberikan 
perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas jiwa 
dan peserta asuransi takaful. 
Asuransi takaful umum menitiberatkan pelayanan produk-produknya 
untuk perorangan, perusahaan, yayasan dan lembaga badan hukum lainnya. 
Asuransi takaful umum menawarkan produk unggulan dalam hal penjaminan 
resiko menghadapi bencana, kebakaran, kehilangan, kerusakan dan kerugian 
lainnya yang menimpa harta benda. Berbeda dengan asuransi takaful umum, 
asuransi takaful keluarga lebih menitiberatkan  pelayanan produknya dalam 
bidang jaminan perlindungan jiwa. Asuansi takaful keluarga hanya ditujukan  
untuk peroangan dan tidak berlaku bagi lembaga berbadan hukum. Setiap 
orang dapat menjadi klien asuansi takaful keluarga dan memanfaat pelayanan 
jasa asuransi jiwa bagi ahli warisnya. Dari uraian tersebut, tampak bahwa dari 
segi bentuk dan jenis produk asuransi takaful, baik yang umum dan keluarga, 
masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda disesuaikan dengan 
segmentansi pasar yang dikehendaki. Titik pembeda diantara keduanya hanya 
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terletak pada prioritas produk yang hendak ditawarkan kepada masyarakat 
bahwa asuransi jiwa dan asuransi kerugian harus dilakukan secara terpisah.32 
Menurut ketentuan pasal 255 KUHD di tentukan bahwa semua asuransi 
harus dibentuk secara tertulis dengan satu akta yang dinamakan polis. Sebagai 
instrumen lembaga non syariah non bank yang bergerak dalam bidang jasa 
pejaminan. Asuransi takaful menawarkan produk-produknya kepada kepada 
masyarakat. Berbagai produk yang ditawarkan kepada masyarakat tersebut 
dapat diklasifikasikan menurut jenis lembaga asuransi itu sendiri. Seperti telah 
diraikan di atas, di bawah ini merupakan klasifikasi jenis-jenis produk yang 
ditawarkan kedua lembaga asuransi takaful tersebut. 
1. Produk-produk Asuransi Takaful Umum  
a. Takaful Kendaraan Bermotor (Motor Vihicle Insurance)  
b. Takaful Kebakaran (Fire Insuransce) 
c. Takaful Resiko Pembangunan ( Contractor All Risk Insurance) 
d. Takaful resiko Pemasangan (Erection All Risk Insurance) 
e. Takaful Mesin( mechinery Insurance) 
f. Takaful Kecelakaan Diri (Personal Accident Insurance) 
g. Takaful Penyimpanan Uang ( Cash in save Insurance) 
h. Takaful Tanggung-Gugat ( Liability Insurance) 
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i. Takaful Pengiriman Uang ( Cast in transit) 
j. Takaful Gabungan ( General Accident Insurance) 
k. Takaful Pengangkutan ( Cargi Insurance) 
2.  Produk-produk Asuransi Takaful Keluarga 
a. Takaful Dana Investasi  
b. Takaful Dana Siswa 
c. Takaful Dana Haji 
d. Takaful Al-Khairat 
e. Takaful Kesehatan 
f. Takaful Majelis Taklim 
g. Takaful Wisata dan Umrah 
Produk-produk yang ditawarkan Asuransi Takaful kepada masyarakat 
umumya mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut: 
  Kebutuhan psikologis ( psychological Needs) yakni masyarakat dapat 
menikmati berbagai manfaat dan keuntungan yang di tawarkan oleh asuransi 
takaful melalui pelayanan produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan 
hidup mereka. 
 Kebutuhan Ekonomi ( Economyc Needs) yaitu masyarakat dapat 
memperoleh berbagai manfaat dan keuntungan yang bersifat ekonomis dari 
partisipasi mereka dalam menginvestasikan dana asuransi takaful 
48 
 
 Kebutuhan Sosial ( Sossial Needs) yaitu masyarakat ikut berperan aktif 
dalam pembanguna sosial ekonomi yang tampak dalam pembangunan sosial 
ekonomi yang tampak pada partisipasi mereka dalam menginestasikan dana 





KONSEP ASURANSI TAKAFUL DI INDONESIA 
Semaraknya penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan bank 
di penghujung abad XX yang dimulai dengan didirikannya Bank Muamalat 
Indonesia, juga berdampak pada lembaga kuangan bukan bank, termasuk di 
dalamnya, usaha perasuransian ini. Kebutuhan mengenai asuransi dan 
reasuransi yang mendasarkan pengelolaannya ada prinsip syariah di rasa 
semakin meningkat, karena dalam kehidupan sekarang ini asuransi memiliki 
kemanfaatan bagi setiap orang bagi yang tertimpa musibah, sehingga dapat 
mengurangi beban penderitaan yang dialaminya. Di samping itu keberadaan 
asuransi memang sangat terkait erat dengan perbankan itu sendiri. 
 Konsep dasar perasuransian Islam di Indonesia, tidak terlepas dari 
perilaku umat Islam dalam memandang kelembagaan-kelembagaan yang ada 
untuk kegiatan muamalahnya. 
A. Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Asuransi Takaful 
Muamalah merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan 
manusia. Sedemikian pentingnya aspek muamalah, sampai-sampai dikatakan 
bahwa agama itu adalah muamalah. Hal itu disebabkan karena memang 
sebagian besar waktu manusia dihabiskan dalam aspek muamalah. Bekerja 
adalah muamalah, demikian juga dengan jual beli, hutang piutang, naik 
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kendaraan umum, membayar tol, dsb, semua itu adalah bagian dari muamalah. 
Tidak bisa dipungkiri bahwa asuransi (yang merupakan bagian terpenting 
dalam muamalah), adalah kebutuhan sosial (baca; dharurah ijtima’iyah) yang 
penting dalam kehidupan modern. Di negara tertentu asuransi bahkan menjadi 
satu keharusan bagi tiap warganegaranya. Karena memang asuransi akan 
sangat membantu masyarakat dalam mengelola resiko sekaligus sebagai sarana 
yang baik dalam perencanaan keuangan. Namun sayangnya, asuransi 
merupakan satu instrumen keuangan yang lahir, tumbuh dan berkembang di 
dunia barat, yang tentunya memiliki sifat, watak dan karakter barat yang 
materialis (baca; kapitalis), dan tidak sejalan dengan syariah Islam. Oleh 
karena itulah, sangat penting bagi setiap muslim untuk berasuransi secara 
syariah. 
Lembaga keuagan syariah (LKS), demikian juga lembaga pembiayaan 
dan perusahaan pembiayaan pada prinsipnya merupakan institusi yang 
keberadaanya sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat. Untuk itu maka 
perluh adanya prinsip-prinsip tata kelolah yang baik agar agar kepercayaan 
masyarakat yang merupakan unsure esensial dari lembaga tersebut dapat 
dipertahankan dan di tingkatkan. Di dalam syariat Islam juga kita didorong 
untuk membantu orang yang mengalami  musibah. Oleh karena itu apabila 
seseorang tertimpa musibah, maka ia boleh meminta kepada pemerintah 
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sehingga terbebas dari penderitaannya. Perjanjian asuransi sesungguhnya biasa 
diterimah oleh umat Islam selama paktiknya dijalankan melalui akad yang 
sesuai dengan syariah.  
Secara prinsipil kajian ekonomi Islam selalu mengedepankan azas 
keadilan, tolong menolong, menghindari kedzaliman, pengharaman riba 
(bunga), prinsip profit and loss sharing serta penghilangan unsur gharar 
(Syafi’i: 1994, 147) .  Maka dari sini, bisa ditarik garis pararel terhadap 
prinsip-prinsip yang harus ada dalam sebuah institusi asuransi syari’ah. Sebab, 
asuransi syari’ah secara teoritik masih menginduk kepada kajian ekonomi 
Islam secara umum. Di samping prinsip dasar di atas yang harus dipenuhi oleh 
lembaga asuransi syari’ah, asuransi syari’ah juga harus mengembangkan 
sebuah manajemen asuransi secara mandiri, terpadu, profesional serta tidak 
menyalahi aturan dasar yang telah digariskan dalam syari’ah Islam. Untuk 
tujuan menjaga agar selalu sesuai dengan syari’at Islam maka pada setiap 
asuransi harus ada Dewan pengawas syari’ah (DPS) 
Kaitan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam asuransi, para ekonom 
muslim menyadarkan kepada fiqih muamalah sebagai suatu lmu yang 
mempelajari aspek dalam kegiatan ekonomi dengan memperhatikan aspek 
perbuatan manusia sejauh mana dapat diketahui menurut akal dan wahyu 
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(nash). Dalm ajaran falsafat Islam, nilai-nilai etika di bangun berpijak pada dua 
prinsip pokok, yaitu: 
a. Tauhid, prinsip tauhid ini mengajarkan manusia tentang bagaimana 
mengakui  keesaan Allah. Sehingga terdapat suatu konsekwensi bahwa 
keyakinan  terhadap sesuatu hendakmya berawal dan berakhir hanya 
karena Allah. Prinsip tauhid mengantarkan manusia dalam kegiatan 
ekonominya untuk menyakini bahwa harta benda yang berada dalam 
genggaman mereka adalah amana dari Allah. Setiap individu dipandu 
hendaknya meghindarkan diri dari segala bentuk eksploitasi terhadap 
sesamanya. Atas dasar itulah, islam melarang praktek riba, maisir dan 
gharar dalam mekanisme dan operasional lembaga keuangan syariah 
sejenis asuransi konvennsional. 
b. Prinsip Keadilan, Prinsip kedua yang menjadi nilai-nilai dalam 
pengimplementasian asuransi syariah adalah prinsip keadilan. Artinya 
bahwa asuransi syariah harus benar-benar bersikap adil, khususnya dalam 
membuat pola hubungan antara nasabah dengan nasabah, maupun antara 
nasabah dengan perusahaan asuransi syariah, terkait dengan hak dan 
kewajiban masing-masing. Asuransi syariah tidak boleh mendzalimi 
nasabah dengan hal-hal yang akan menyulitkan atau merugikan 
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nasabah.Ditinjau dari sisi asuransi  sebagai sebuah perusahaan, potensi 
untuk melakukan ketidakadilan sangatlah besar.  
c. Prinsip keseimbangan mengajarkan manusia tentang bagaimana menyakini 
segala sesuatu yang diciptakan Allah dalam keadaan seimbang dan serasi. 
Dalam hal ini dapat dipahami dari al-Qur’an yang telah menjelaskan 
bahwa” engkau tidak menemukan sedikitpun ketidakseimbangan dalam 
ciptaan yang maha pengasih. Ulang-ulanglah mengamati  apakah engkau 
melihat sedikit ketimpangan”.1 Prinsip ini menuntut manusia bukan saja 
hidup seimbang, serasi dan selaras dengan dirinya sendiri, tetapi juga 
menuntut manusia untuk mengimplementasikan dalam segi kehidupan.  
Seorang pelaku usaha dalam pandangan etika Islam ketika berdagang 
tidak dibenarkan hanya bertujuan mencari keuntungan semata-mata tetapi 
juga untuk mencari keberkahan. Dan untuk memperoleh kdaleberkahan 
tersebut dalam kegiatan ekonomi, Islam mengajarkan prinsip-prinsip etis 
yakni; 
1. Jujur dalam takaran dan timbangan, Allah berfirman “celakalah bagi 
orang yang curangapabila mereka mienimbang dari orang lain(untuk 
dirina dipenuhkan timbangan. Namu bila ia meimbang bagi orang lain 
ia menguranginya”. 
                                               
1
 QS 67:3  
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2. Menjual barang yang halal. Dalam salah satu hadist Nabi menyatakan 
Allah mengharamkan sesuatu barang, maka haram pula harganya 
(diperjualbelikan). 
3. Jangan main sumpah. Ada kebiasaan pedagang untuk menyakinkan 
pembelinya dengan jalan main sumpah agar dagangannya laris dalam 
hal ini Rasul memperingatkan “sumpah itu melariskan dagangan, tetapi 
menghapuskan keberkahan”. 
4. Jangan menyembunyikan cacat barang. Dari Ibnu Umar yang 
diriwayatkan Bukhari, memberitakan bahwa seorang lelaki 
menceritakan kepada nabi bahwa ia tertipu dalam menjual beli. Sabda 
Nabi “apabila engkau berjual beli : katakanlah tidak ada tipuan”. 
5. Larangan riba sebagaimana Allah telah berfirman, “Allah 
menghapuskan riba dan menyempurnakan kebaikan shadaqah. Dan 
Allah tidak suka pada orang yang tetap membangkang dalam 
bergelimang dosa. 
d. Prinsip bertanggungjawab, seluruh peserta asuransi berjanji dan berakad 
saling bertanggungjawab. Bagi setiap muslim, rasa tanggungjawab 
merupakan kewajban sesama insan. Rasa tanggungjawab timbul atas dasar 
sifat saling menyayangi, dan merasa mementingkan kebersamaan demi 
mendapatkan kemakmuran bersama. Dengan prinsip ini, maka asuransi 
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takaful merealisir perintah Allah dalam al-Qu’an tentang kewajiban untuk 
tidak memerhatikan kepentingan diri sendiri.  
e. Saling melindung dan berbagi kesusahan. Peserta asuransi satu sama lain 
saling melindungi dari kesusahan dan bencana karena keselamatan serta 
keamanan merupakan kebutuhan pokok bagi semua orang.2 
f. Prinsip tolong menolong, prinsip yang menjadi landasan etika dalam 
muamalah secara Islami adalah ta’awwun. Ta’wwun merupakan inti 
konsep takaful, dimana antara satu peserta dengan peseta lainnya saling 
menaggung resiko, yakni melalui mekanisme dana tabarru’ dengan akad 
yang benar. 
g. Prinsip Al-Amanah (kepercayaan/kejujuran), al-Qaradhawi mengatakan 
bahwa diantara nilai traksaksi yang terpenting dalam bisnis adalah al-
Amanah atau kejujuran. Ia merupakan puncak moralitas iman dan 
karakteristik yang paling menonjol dari orang yang beriman. Tanpa 
kejujuran kehidupan orang yan beragama tidak akan berdiri tegak dan 
kehidupan dunia tidak aka berjalan baik. 
h. Prinsip saling membantu dan bekerja sama, asuransi syariah mengelolah 
kontrak dimana seluruh peserta adalah pihak yang menanggung resiko 
                                               
2
  Abdullah Amrin, Asuransi syariah. Jakarta; PT. Elex Media Komputindo, 2006. 
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bersamamdalam hal ini prinsip the law of  large numbers  berlaku, 
kelompok yang banyak membantu kerugian pihak yang sedikit. 
B. Keunggulan dan kelemahan Asuransi Takaful 
Di lacak dari perkembangannya, PT. Syarikat Takaful Indonesia (STI) 
di Indonesia berbeda dengan PT. Syarikat Takaful Malasyia (STM). 
Keberadaan asuransi syariah di Malasyia mulai menapaki awal perkembangan 
awal tahun 1993. Saat itu, STM merupakan satu-satunya penyelenggara 
asuransi syariah yang berkembang cukup pesat dibnadingkan dengan Asuransi 
Takaful yang ada di Indonesia seperti sekarang ini. Di kalangan indutri 
asuransi terdapat suatu pandangan yang menyatakan  bahwa asuransi tak 
pernah di beli orang, maka harus benar-benar di jual kepada masyakat.3  Tak 
heran jika sering terlihat begitu sulitnya agen asuransi di Negara kira 
membujuk calo nasabah pemegang polis untuk membeli berbagai produk 
asuransi yang ditawarkan. Sangat jarang anggota masyarakat baik individu 
maupun kelompok yang dating secara sukarela keperusahaan asuransi untuk 
memamfaatkan produk asuransi. Sudah seharusnya anggapan miring asuransi 
perluh dipertimbangkan kembali. Faktanya memang ada beberapa unggulan 
produk asuransi syariah dibandingkan dengan asuransi konvensional. 
Keunggulan itu bukan hanya di tinjau dari syariahnya seperti tanpa riba dan 
                                               
3
  Hotbonar sinaga, Keunggulan Nyata Asuransi Syariah dalam Republika. 16 Maret 2005.  
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investasi, unsur  judi maupun tidak dipenuhi faktor ketidakpastian. Keungulan 
nyata dari asuransi syariah, seperti juga produk keuangan  syariah lainnya, tak 
lain adalah bagi hasil  atau mudharabah. Karena itulah dalam asuransi syaariah 
tidak di kenal dengan risk transfers akan tetapi lebih kepada berbagi resiko 
atau risk sharing. 
Untuk itu perusahaan asuransi syariah memegang amanah dalam 
menginvestasikan dana nasabah sesuai prinsip syariah. Sesuai akadnya, 
mudharabah, yaitu akad kerja sama dimana peserta menyediakan 100% modal, 
dan dikelola oleh perusahaan asuransi, dengan menentukan kontrak bagi hasil. 
Satu lagi kelebihan asuransi syariah, yaitu tidak mengenal istilah dana hangus 
layaknya asuransi konvensional. Peserta asuransi syariah bisa mendapatkan 
uangnya kembali meskipun belum datang jatuh tempo. Karena konsepnya 
adalah wadiah (titipan), dana dikembalikan dari rekening peserta yang telah 
dipisahkan dari rekening tabarru’. 
Keunggulan utama tersebut menciptakan keunggulan lainnya, yang 
membedakan produk ini secara nyata dengan produk non syariah. Dalam 
mekanisme pembayaran konstribusi dari nsabah lansung di pisahkan menjadi 
dua yakni, pertama masuk kerekening tabarru’ atau proteksi dan yang kedua 
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masuk ke rekening tabungan bagi  hasil. Sehingga dari awal sudah ada 
pemisahan.4  
Adapun kelebihannnya di bandingkan dengan asuransi konvensional, 
adanya rekening bagi hasil, menunjukkan bahwa sebagai premi memang sudah 
di alokasikan untuk di bagikan hasilnya berupa investment retur  kepada 
pemegang polis. Berbeda halnya degan asuransi konvensional, karena tidak 
ada pemisahan premi maka pada tahu awalpembentukan cadangan tidak ada 
sama sekali pembagian hak nasabah pemegang polis. Akibatnya, apabila 
pemegang polis tidak sanggup melanjutkan pembayaran premi lanjutan, maka 
ia harus menjual polisnya kepada perusahaa asuransi untuk mendapatkan nilai 
tunai tebus. Adany rekening bagi hasil lebih mementingkan bagi perusahaan 
asuransi membagikan porsi hasil investasi dengan peserta pemegang pollis bila 
tidak terjadi klaim dalam satu tahun diperiode polis. Sedangkan dalam asuansi 
konvensional, dikenal dengan no’claim bonus.   
Berikut adalah 8 alasan keharusan untuk berasuransi secara syariah :5 
1. Karena hukum asal dari muamalah dalam Islam adalah mubah 
(boleh). 
 Dalam syariah Islam, hukum asal dalam  muamalah (transaksi) adalah 
mubah (boleh), kecuali jika terdapat dalil yang mengharamkannya. Asuransi 




  http:///G:/ asuransisyariah in Filosofi Dasar Asuransi Syariah /allabout takaful.htm  
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secara konsep dan filosofi merupakan satu bentuk muamalah yang sangat 
membawa  maslahat   bagi   masyarakat   banyak.  Dan  sesuai  dengan  kaidah              
( ا 	
 ا لد  إ ،ا تا   !ا ) maka, hukum asal dari 
asuransi adalah mubah atau boleh. Adapun beberapa hal yang terdapat dalam 
mekanisme asuransi yang tidak sesuai dengan syariah Islam, seperti terdapat 
unsur maisir (gambling), gharar (ketidakjelasan) dan riba, maka dalam asuransi 
syariah, kesemua unsur tersebut harus dihilangkan. Karena jika tidak 
dihilangkan, berarti asuransi belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan 
masih menjadi haram adanya. Namun secara umum bahwa hukum asal dari 
asuransi secara konsep dan filosofis adalah mubah. 
2. Karena haramnya asuransi konvensional. 
 Asuransi (konvensional) kendatipun banyak memberikan maslahat, 
namun karena terdapat unsur-unsur yang diharamkan, maka hukumnya 
menjadi haram. (sebagaimana yang telah difatwakan oleh Syeikh Ahmad bin 
Yahya Al-Murtadha, Syeikh Al-Alamah ibn Abidin, Fatwa Mahkamah 
Syar’iyah Kubra Mesir, Syekh Muhammad Bakhit Al-Muthi’i (mufti Mesir), 






3. Mengandung unsur maisir (gambling). 
 Asuransi (konvensional) diharamkan, diantaranya adalah karena 
mengandung unsur maisir. Dari segi bahasa, maisir diterjemahkan dengan judi 
atau gambling. Dan istilah ini merupakan istilah pada bentuk permainan 
untung-untungan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Dalam bahasa 
Arab sendiri, maisir memiliki beberapa padanan kata yang memiliki kemiripan 
makna, yaitu muqamarah/ qimar ( ر#ا /ة#ا  ) dan rihan/ murahanah ( ا نه
/(هاا ). Qimar lebih pada permainan (taruhan) antara sesama pemain. 
Misalkan pada balapan sepeda motor, dua orang saling bertaruhan satu juta – 
satu juta. Yang menang mendapatkan satu juta dari lawannya dan yang kalah 
mengeluarkan satu juta untuk lawannya.  Sedangkan rihan merupakan taruhan 
yang dilakukan oleh para penontonnya yang saling menjagokan “jagonya” 
masing-masing, tanpa harus mereka ikut bermain. Jika taruhannya menang, ia 
mendapatkan uang. Namun jika “jago”nya kalah ia mengeluarkan uang. 
Namun ada juga yang menyebutkan bahwa qimar lebih luas dibandingkan 
dengan maisir. Karena maisir lebih pada permainan judi yang dilakukan oleh 
ahli jahiliyah. Sedangkan qimar/ muqamarah mencakup segala bentuk dan 
jenis perjudian atau aktivitas untung-untungan. Akad dalam asuransi adalah 
akad dimana salah satu pihak memiliki keharusan melakukan pembayaran 
(baca; klaim) sebagai konpensasi dari terjadinya sesuatu. Nasabah 
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membayarkan premi sedangkan perusahaan membayarkan klaim. Jika tidak 
terjadi musibah premi hilang dan menjadi miliki perusahaan, sedangkan jika 
terjadi musibah perusahaan membayar klaim yang jumlahnya jauh lebih besar 
dibandingkan dengan preminya. Meskipun tidak murni seperti judi, namun 
akad semacam ini dalam kacamata fiqh Islam sudah masuk dalam kategori 
judi. 
4. Mengandung unsur gharar (ketidak jelasan). 
 Dalam praktek asuransi (konvensional), gharar terjadi setidaknya dalam 
empat hal, yaitu 
a. Gharar dalam wujud, yaitu ketidak jelasan ada atau tidaknya “klaim/ 
pertanggungan” atau manfaat yang akan diperoleh nasabah dari perusahaan 
asuransi.  Karena keberadaan klaim/ pertanggungan tersebut terkait dengan 
ada tidaknya resiko. Jika resiko terjadi, klaim didapatkan, dan jika resiko 
tidak terjadi maka klaim tidak akan didapatkan. Hal ini seperti pada jual 
beli hewan dalam kandungan sebelum induknya mengandung. Meskipun si 
induk memiliki kemungkinan mengandung. 
b. Gharar dalam husul (merealisasikan/ memperolehnya), yaitu ketidak 
jelasan dalam memperoleh klaim/ pertanggungan, kendatipun wujudnya 
atau keberadaan klaim tersebut bisa diperkirakan, namun dalam 
mendapatkannnya terdapat ketidak jelasan. Seperti seorang peserta, ia 
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tidak mengetahui apakah bisa mendapatkan klaim atau tidak. Karena bisa 
tidaknya mendapatkan klaim tergantung dari resiko yang menimpanya. Hal 
ini seperti yang terdapat dalam jual beli ikan di laut. Wujudnya ada, namun 
memperolehnya belum tentu bisa. 
c. Gharar dalam miqdar (Jumlah Pembayaran), yaitu ketidak jelasan dari 
jumlah, baik jumlah premi yang dibayar oleh nasabah, maupun jumlah 
klaim yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Misalnya dalam asuransi 
jiwa, bisa jadi seseorang membayar 17 kali, namun tidak klaim sama 
sekali. Dan bisa juga seseorang baru bayar premi satu kali namun 
mendapatkan klaim 50 juta. Demikian juga perusahaan bagi asuransi, 
dimana ia tidak tahu seberapa besar seroang nasabah membayar premi dan 
seberapa lama ia akan menerima klaim. 
d. Gharar dalam ajal (waktu), yaitu ketidak jelasan seberapa lama nasabah 
membayar premi. Karena bisa jadi seorang nasabah baru membayar satu 
kali kemudian mendapatkan klaim, bisa juga terjadi seorang nasabah 
belasan kali membayar premi namun tidak memperoleh apapun dari 
pembayarannya tersebut. Bahkan dalam asuransi jiwa (kematian), klaim 





5. Mengandung Unsur Riba.  
Asuransi (konvensional) tidak dapat melepaskan dirinya dari aspek riba 
dalam sistem operasionalnya. Bentuk riba yang terjadi dalam praktik asuransi 
konvensional dintaranya adalah : 
a)  Adanya pertukaran antara uang dengan uang, dengan jumlah yang tidak 
sama, yaitu antara premi yang dibayarkan dengan klaim yang diterima. 
Dalam fiqh, bentuk transaksi seperti ini masuk dalam kategori Riba Fadhl. 
Dan riba fadhl merupakan bentuk riba yang dilarang oleh Rasulullah SAW.  
b)  Serah terima uangnya pun (antara premi yang dibayarkan dengan klaim 
yang diterima) tidak dalam waktu yang bersamaan, melainkan setelah 
waktu tertentu. Contoh seperti seseorang yang membayar premi hingga 3 
tahun, kemudian baru klaim pada tahun yang ke 4. Dalam fiqh, bentuk 
transasksi seperti ini masuk dalam kategori Riba Nasi’ah, yaitu adanya 
tambahan uang atau harta, karena adanya pertangguhan waktu.  
c) Investasi dana yang terkumpul yang bersumber dari pembayaran premi 
tertanggung (peserta), pada tempat-tempat yang ribawi. 
6. Berasuransi syariah berarti menolong dan atau ditolong oleh  sesama 
peserta. 
Prinsip dasar dalam berasuransi secara syariah adalah prinsip sharing of 
risk (baca ; ta’awuni). Dalam prinsip ini, seorang peserta atau nasabah berarti 
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menolong peserta lainnya yang tertimpa musibah, melalui premi atau 
kontribusi yang dibayarkannya. Dalam salah satu riwayat, Rasulullah SAW 
bersabda, “Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kasih sayang, dan 
kecintaan diantara mereka adalah seumpama satu tubuh. Apabila salah satu 
anggota tubuh ada yang sakit, maka anggota tubuh lainnya akan merasakannya. 
Seperti ketika demam atau tidak bisa tidur.” (HR. Muslim). Dengan 
menggunakan asas seperti ini, menjadikan sesama peserta asuransi syariah, 
saling menanggung apabila terdapat saudaranya (baca ; peserta lainnya) yang 
tertimpa musibah. Jika ia mendapatkan musibah, akan mendapatkan santunan 
(klaim). Namun jika tidak mendapatkan musibah, berarti ia telah berderma 
(menolong) peserta lain yang tertimpa musibah. 
7. Halal, Berkah dan Berbagi Hasil  
Kontribusi atau premi yang diberikan kepada perusahaan asuransi 
syariah, dikelola secara syariah dan diinvestasikan pada instrumen-instrumen 
investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga berasurasnsi 
secara secara syariah adalah berasuransi dengan menggunakan konsep 
muamalah yang sudah jelas kehalalannya. Ditambah lagi, dalam asuransi 
syariah sangat memungkinkan bagi nasabah untuk mendapatkan bagi hasil dari 
dana kontribusi yang disetorkan, baik dari sisi investasi dana savingnya, 
maupun juga mendapatkan return dari adanya surplus dana tabarru’ yang 
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dikelola perusahaan asuransi syariah.  Sehingga berasuransi secara syariah 
akan sangat menguntungkan, karena akan mendapatkan return. Tentunya hal 
seperti ini tidak di dapatkan dalam asuransi konvensional. 
8. Tidak ada dana hangus 
Dana saving yang telah disetorkan nasabah, dari awal hingga akhir 
merupakan dana milik nasabah, yang tidak boleh diambil sedikitpun oleh pihak 
perusahaan asuransi syariah. Kendatipun peserta mundur di tengah periode 
perjanjian sebelum selesai masa kontrak asuransinya, nasabah berhak 100% 
atas dana saving yang telah dibayarkannya, berikut hasil investasinya. Hal ini 
tentunya sangat berbeda dengan asuransi pada umumnya, yang menjadikan 
seluruh dana yang telah disetor sebagai dana perusahaan, yang apabila peserta 
mengundurkan diri, dana tersebut tidak akan dikembalikan kepada pihak 
nasabah. 
Nah, setelah membaca 8 alasan untuk berasuransi secara syariah, masihkan 
anda bersikeras untuk tetap berasuransi di konvensional? BerIslamlah secara 
kaffah dan berasuransilah secara syariah.. Mulailah berhijrah menuju 
muamalah yang diridhai Allah SWT. 
C. Prospek Asuransi Takaful 
Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia saat ini menunjukkan 
kemajuan yang cukup pesat. Hal ini di tandi dengan berdirinya lembaga-
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lembaga keuangan syariah, baik di bidang perbankan maupun asuransi. Bahkan 
beberapa lembaga keuangan konvensional juga berpacu membuka unit layanan 
syariah. 
Mengutip pandangan pakar ekonomi Islam yakni Muhammad Akhyar  
Adnan,mengatakan bahwa perkembangan menunjukkan banyak kemjuan dan 
memiliki prospek yang cerah pada tahun-tahun berikutnya. Ini merupakan 
sinyalemen positif bahawa gerakan ekonomi Islam semakin menampakkan 
geliat positifnya. Akhyar menyebutkan berbagai  indicator yang dapat 
dicermati sebagai bukti kemajuan tersebut. Misalnya, jumlah lembaga 
keuangan dan perbankan Islam terus bertambah dari waktu ke waktu, dengan 
konstribusi ekonomi yang terus menunjukkan pertumbuhan yang relative 
cepat. Bahkan, pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia bahkan telah mengguli 
pertumbuhan sector konvensioanl. Kemajuan tersebut semakin tampak 
menonjol karena sector konvensional saat ini justru masih dalam keadaan lesu, 
sejak krisis ekonomi dan mmoneter melanda Indonesia.6   
Sementara Suwarsono Muhammad dan Edi Swandi Hamid melihat 
upaya pemulihan ekonomi Indonesia saat ini sebagai “pemulihan ekonomi”. 
Kedua pakar ekonomi tersebut sependapat bahwa pertumbuhan ekonomi 
makro sudah cukup baik. Meliaht lambannya kebangkitan sector keuangan 
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konvensional, kemajuan yang telah di capai gerakan ekonomi syariah menjadi 
cukup signifikan. Bahkan melihat kemajuannya secara kelembagaan 
menunjukkan adany loncatan yang besar melalui pembentukan Direktorat 
Perbankan Syariah di Bank Indonesia.7  
Sebelumnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan perbankan syariah 
hanyalah diselesaikan oleh sebuah unit setingkat biro. Namun demikian, 
sekarang peran unit ini makin tampak ketika statusnya berubah menjadi 
rektorat. Terlebih dari melihat perkembangan paling mukhtahir dalam konteks 
perbankan syariah adalah dikeluarkannya Fatwa MUI yang menegaskan bahwa 
bunga bank konvensional adalah riba yang hukumnya haram. Kendati pun 
fatwa  masih memberikan ruang yang cukup untuk mereka yang masih jauh 
dari jangkauan perbankan syariah, tetapi ini merupakan langkah maju yang 
positif  bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.  
Demikian halnya dengan asuransi takaful tahun 2004 lalu menunjukkan 
perkembangan yang cukup.  Secara factual, dapat dilihat berdirinya tiga 
insitusi asuransi yang bedasarkan syariah yaitu, Asuransi Takaful Umum, 
Asuransi Takaful Keluarga, dan Asuransi Takaful Mubarakah.  
Menurut Muhammad Syakir Sula, hinga tahun 2004, sudah 20 
perusahaan asuransi konvensional membuka cabang atau unit layanan syariah 
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diantaranya Jasindo dan Bringin Life. Kemudian pada tahun 2005, ada sepuluh 
lembaga asuransi konvensional akan membuka cabang unit syariah. Di lihat 
dari perkembangan diatas, diprediksi gerakan ekonomi Islam tahun 2005 akan 
menunjukkan peran positifnya. Makin meratanya sosialisasi konsep dan 
operasional lembaga keuangan syariah dan di dukung perubahan positif dari 
pemeintah serta adanya dukngan yang makin nyata dari lembaga fatwa tertnggi 
di negeri ini. Maka tahun-tahun yang akan datang perkembangan asuransi 
syariah akan lebih baik dan member kkonstribusi yang lebih signifikan bagi 
pembangunan ekonomi Indonesia.  
Namun demikian, sejumlah masih melilit perkembangan gerakan 
ekonomi syariah, baik pada tatanan konsepsional maupun  operasional. Secara 
makro ekonomi, sulit di tolak fatwa bahwa perkembangan ekonomi Islam saat 
ini mendominasi sector financial. Misalnya, peran sector tidak financial yang 
diperkuat dengan adanya rektorat syariah BI, sedangkan sector riil dirasakan 
masih sangat kecil. Tidak dapat dipungkiri bahwa jika ekonomi Islam hanya 
berpijar di sector financial, maka akan berpotensi bagi goyahnya kekuatan 
ekonomi nasional. Sector financial cenderung bersifat labil apabila tidak di 
topang oleh sector riil. Selebihnya, pada tataran mikro, dan operasional, juga 
masih diperlukan banyak perbaikan dan pengembangan di berbagai lembaga 
keuagan syariah yang ada. Misalnya, persoalan sosialisasi pemahaman 
69 
 
ekonomi Islam di masyarakat serta belum profesionalnya sebagai praktisi 
lembaga keuangan syariah masih terjadi kendala mendasar saat ini. 
Jika persoalan-persoalan tesebut tidak diselesaikan dengan cepat dan 
tepat, maka akan menjadi kendala dimasa mendatang. Oleh karena itu 
pembenahan secara kontinyu dan menyeluruh merupakan pilihan yang tidak 
bisa ditawar-tawar lagi. Pendek kata prospectus asuransi syariah di Indonesia 
akan lebih baik dilakukan dengan cara “bergerak cepat dan pasti” . 
D. Strategi Pengembangan Asuransi Takaful 
Sebagai lembaga keuangan syariah yang bergerak dalam bidang jasa 
penjaminan resiko (risk insurance), asuransi takaful menawarkan berbagai 
produk sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Asuransi takaful 
adalah lembaga keuangan syariah non bank yang memiliki fungsi melayani 
masyarakat dalam memperolah produk penjaminan resiko berdasarkan prinsip 
syariah. Penawaran produk penjaminan resiko yang diberikan oleh asuransi 
takaful kepada masyarakat dapat oleh beberapa faktor, antara lain:8 
a. Membaiknya kegiatan ekonomi Negara dan pemerataan pembangunan di 
daerah-daerah yang berdampak  pada tumbuhnya minat masyarakat untuk 
berinvestasi di jalur asuransi.  
                                               
8
 Deni K Yusup, mekanisme Pemberian Kredit dan Pembiayaan di BMT, dalam BMT dan 
Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah (Bandung: CV. Insan Mandiri, 2004) hal 128-129.   
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b. Membaiknya arus lalu lintas pedagangan ke dalam negeri dan luar negei 
yang mendorong terciptanya peluang usaha dan lapangan kerja baru serta 
mendorong peningkatan usaha disektor industri, perdagangan dan jasa. 
c. Meningkatnya minat masyarakat untuk berinvestasi pada jalur asuransi 
karena ada anggapn bahwa berinvestasi dijalur ini lebih menguntungkan 
untuk kepentingan jangka panjang dari pada dijalur perbankan. 
d. Meningkatnya tingkat kesejahtraan ekonomi masyarakat pasca krisis telah 
menjadi pengalaman tersendiri untuk mempersiapkan kualitas hidup 
mereka di masa depan menjadi lebih baik. Karenanya asuransi takaful 
menjadi lembaga keuangan alternative untuk berinvestasi bagi masa depan 
mereka.  
e. Adanya jamian stabilitas keamanan dan penegakan hukum dibidang politik 
dan ekonomi telah mendorong terjadinya percepatan ekonomi Negara. 
Dampak positifnya, masyarakt memerlukan lembaga keuangan yang 
akuntable untuk berinvestasi seperti asuransi takaful. 
Kelima faktor tersebut, merupakan aspek penting yang paling 
mempengaruhi kebutuhan masyarakat untuk memanfaatkan jasa asuransi. 
Kaitannya dengan strategi asuransi takaful di Indonesia, tentunya kebijakan 
pemarintah tentang dual banking system dalam UU No.10/1998 ternyata juga 
berdampak pada lembaga asuransi. Namun demikian, secara positif tidak serta 
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merta menghambat perkembangan asuransi takaful yang jauh lebih dulu 
berdiri. Identitas kesyariahan di asuransi takaful jauh lebih melekat dari pada 
lembaga sejenis lainnya. Atas dasar itulah, maka dalam rangka 
mengembangkan asuransi takaful di Indonesiadi rumuskan strategi sebagai 
berikut:9 
a. Mengembangkan konsep ekonomi syariah atau ekonomi muamalah dengan 
memperhatikan fokus kajian pada: 
1. Pembangunan infrastruktur ekonomi muamalat, yaitu mempersatukan 
unsure-unsur filosofis yang ada dalam diri umat melalui issue 
persaudaraan dan tolong menolong dan tanggung rentang yang 
melahirkan suatu pasar madinah seperti yang dicontohkan oleh 
persaudaraan muhajirin-anshor dalam sejarah awal ekonomi syariah. 
2. Kebijakan system ekonomi muamalat nasional, yakni pengikisan 
unsure-unsur riba, maisir dan gharar dalam praktek perekonomian yang 
disertai dengan adanya penolakan terhadap praktek monopoli untuk 
tujuan meningkatkan keadila dibidang ekonomi.  
3. Prinsip dan etika bisnis, yaitu membentuk pribadi-pribadi yang yang 
berkualifikasi antajirulamin sebagai akhir dari proses bay’un mabrur  
melalui proses; sosialisasi niat yang baik; pelaksanaan jenis usaha yang 
                                               
9
  Juhaya S Praja, Pembedayaan Ekonomi Rakyat: USPS dan Kopontren dalam BMT dan  
beBank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah (Bandung: CV. Insan Mandiri, 2004) hal 28-30. 
72 
 
sesuai dengan syariat  untuk memperoleh reski yang halal; usaha yang 
tidak melupakan berzikir kepada Allah; membagi sebagian keuntungan 
untuk pembangunan ummat; tabah dalam menghadapi segala kegagalan 
atau keberhasilan tang tertangguhkan.  
b. Perlu strategi pemasaran yang lebih focus kepada upaya untuk memenuhi 
pamahaman masyarakat tentang asuransi syariah. Maka asuransi syariah 
perluh meningkatkan kualitas pelayaan kepada pemenuhan pemahaman 
masyarakat mengenai; keuntungan apa yang diperoleh dalam asuransi 
syariah. 
c. Sebagai lembaga keuangan yang menggunakan  system syariah. Tentunya 
aspek syiar Islam merupakan bagian dari operasi asuransi tersebut. Syiar 
Islam ini tidak hanya dalam bentuk  normatif  hal  kajian kitab. Dalam hal 
ini asuransi syariah sebagai perusahaan yang berhubungan dengan masalah 
kemanusiaan. 
d. Dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah, ulama, akademisi, dan 
masyarakat di perlukan untuk memberikan pemasukan dalam 
penyelenggaraan operasi asuransi syariah. Hal ini di perlukan selain 
memberikan control bagi asuransi syariah untuk berjalan pada  system 
yang berlaku, meningkatkan kemampuan asuransi dalam menangkap 
kebutuhan dan keinginan masyarakat. 
73 
 
e. Memprhatikan kondisi objekti perekonomian ummat Islam di Indonesia, 
meliputi: 
1) Bentuk kumpulan atau badan, yakni tradisional, terorganisasikan atas 
inisiatif umat, dorongan konstitusional dan tumbuh secara alami atas 
dasar hokum ekonomi. 
2) Unsure keagamaan, yakni dasar keagamaan yang diperoleh secara turun 
temurun melalui proses pendidikan dan belajar mengajar.  
Untuk mendukung pengembangan asuransi takaful, diperlukan semacam 
corong sebagai alat untuk mensosialisasikan produk dan pelayanan jasa. Dalam 
konteks ini, sejumlah kalangan pelaku ekonomi syariah di Indonesia 
membentuk Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES). Pembentukan PKES 
merupakan suatu hal yang positif. Para pelaku ekonomi syariah saat ini sudah 
mencapai satu titik kesadaran untuk memperkenalkan dan membuat 
pamahaman sama tentang ekonomi syariah lebih efektif secara berjamaah, 
saling menolong, terorganisasi dan professional. 
E. Peranan Asuransi Takaful dalam Pembangunan Ekonomi 
a. Kebijakan Pemerintah tentang Asuransi Syariah 
  Pemerintah Indonesia selama ini dianggap kurang responsive terhadap 
perkembangan mengekonomi Islam termasuk asuransi syariah. Bahkan ketua 
Dewan Syariah menyebutkan bahwa dukungan pemerintah terhadap ekonomi 
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syariah masih kurang responsive. Dukungan umat Islam yang manyoritas 
merupakan asset yang sangat potensial bagi pengembangan ekonomi syariah 
dan pembangunan ekonomi nasional. Hal ini senada dengan ungkapan Ketua 
Umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, Muhammad Syakir Sula bahwa 
pemerintah kurang memberikan dukungan terhadap perkembangan ekonomi 
syariah, khususnyaasuransi takaful. Hal ini tampa pada keengganan pemerintah 
untuk menyetujui usulan AASI agar membentuk Biro asuransi Syariah. 
Berkenaan dengan perkembangan ekonomi syariah Indonesia, termasuk di 
dalamya asuransi syariah, perlu adanya perhatian sacara khusus dari 
pemerintah. Bahkan usulan tersebut diharapkan sangat penting  sebagai 
pemegang kebijakan pengembangan asuransi syariah.10  
Menurut Syakir Sula, asuransi syariah perluh ditangani oleh semacam 
unit yang mungkain nantinya dikepalai oleh kasubdit. Pengaturan oleh 
subdirektorat khusus ini karena pekembangan asuransi syariah semakin besar. 
Sehingga memnutuhkan lembaga yang harus mengaturnya. Perkembangan 
asuransi yang meningkat terlihat dari data depkeu menunjukkan segnifikan 
pada tahun 2002 yakni 35 persen. Persaingan perusahaan asuransi semakin 
ketat siring meningkatnya jumlah asuransi nasional yang beroperasi ditambah 
dengan invasi ai pangsa asuransi internasional ke Indonesia.11 Depkeu akan 
                                               
10
 Animous Depkeu pertimbangkan buka direktorat asuransi syariah dalam republika,2003  
11
 Ibid  
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terus mendorong tumbuhnya asuransi syariah, baik asuransi jiwa maupun 
asuransi umum. Dorongan terhadap industry asuransi besar untuk membuka 
unit syariah yang rata-rata pertahunnya mencapai 20 persen. Meskipun jika 
melihat dari pangsa pasar yang ada, skala tersebut masih sekitar 2 persen dari 
seluruh pangsa asuransi di Indonesia. Namun demikian, diperkirakan dalam 
kurung waktu tiga tahun mendatang pangsa pasar industry asuransi diharapkan 
bias mencapai 5 persen. Jika syariah dikembangkan secara sungguh-sungguh, 
maka tidak akan sulit untuk meraih skala 5 persen. Tumbuh dan 
berkembangnya Takaful akan sangat tergantung pada respons umat, artinya 
perkembangan Takaful sesungguhnya sangatlah menjanjikan bila seluruh kita 
sama-sama menjadikannya sebagai solusi dan alternatif dalam memenuhi 
keinginan berasuransi. Konsep syari’ah yang menjadi asas perusahaan memang 
diharapkan dapat menghilangkan unsur riba, maisir dan gharar, sehingga setiap 
peserta Takaful dan umat Islam merasakan bahwa unsur tersebut berubah 
dengan nilai syari’ah yang sebenarnya.  
  Sikap peduli dan saling mempercayai, membantu dan melindungi sangat 
menonjol terutama dapat dirasakan dampaknya tidak hanya untuk sesama 
peserta tapi untuk kesejahteraan umat.Asuransi syariah di Indonesia 
merupakan sebuah cita-cita yang telah dibangun sejak lama, dan telah menjadi 
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sebuah lembaga asuransi modern yang siap melayani umat Islam Indonesia dan 
bersaing dengan lembaga asuransi konvensional. 
b. Pengembangan Asuransi Syariah di Indonesia 
Dalam upaya mengembangkan asuransi syariah di Indonesia, 
Departemen Keuangan tidak akan membatasi perkembangan industria asuransi 
syariah. Bahkan Depku memberi kelonggaran untuk mendorong tumbuhnya 
jasa asuransi syariah di Indonesia, baik asuransi jiwa maupu asuransi umum. 
Mengutip pernyataan Firdaus Jaelani bahwa, pembukaan unit asuransi syariah 
pada lembaga asuransi konvensional merupakan loncatan positif  untuk 
mendukung pengembangan asuransi syariah di Indonesia. Munculnya 
dorongan yang besar terhadap industria yasuransi yang besar untuk membuka 
unit syariah , berllansung dan sejalan dengan pertumbuhan asuransi  yang rata-
rat pertahunnya mencapai 20 persen. Tentunya keadaan ini dapat menjadi 
harapan bahwa dimasa mendatang asuransi akan berkembang lebih baik.12  Di 
samping itu keluarnya fatwa MUI tentang bunga bank yang dihukumkan 
riba/haram diharapkan tidak berakibat kepada kompetisi yanng tidak sehat 
antara perusahaan asuransi syariah dan konvensional. Keduanya di harapak 
bisa saling berdampingan dan tidak saling menjatuhkan.  
                                               
12
  Animous, Depkeu Dorong Asuransi Buka Unit syariah dalam Bisnis Indonesia,2003.  
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Pelayanan yang diberikan asuransi syariah kepada masyarakat harus 
lebih abik oleh karena itu, apabila ada asuransi syariah yang tidak sukses, maka 
bukan karena sistem syariahnya, tetapi karena faktor sumber daya manusianya. 
Strategi bagi pengembangn ekonomi syariah kedepan, Depkeu masih mengkaji 
kemungkinanpemberlakuan ketentuan khusus mengenai solvensi asuransi 
syariah. Sejauh ini regulasi yang adatidak bemasalah bagi perkembangan 
industria asuransisyariah di Indonesia. Tetapi beberpa masalah ketentuan 
solvbilitas pada asuransi syariah masih dipelajari. Jika tidak bisa diterapkan 
seperti ada pada asuransi konvensional. Maka akan diberikan semacam 
garansi. Ia menegaskan bahwahal tersebut bukan semacam pengecualian, 
hanya semacam aturan khusus yang juga harus dipenuhi oleh asuransi syariah. 
Ketentuan solvensi ini perluh. Karen sifat investasi maupun resserve di 
asuransi konvensional dan asuransi syariah berbeda.13 Mengingat dalam 
asuransi syariah yang terjadi adalah sharing of risk, dan bukan transfer of risk, 
seperti yang ada di asuransi konvensional. 
c. Asuransi dikatakan bisnis 
Setiap pihaknya asuransi pada umumnya sama halnya dengan asuransi 
lainnya. Dimana di kedua belah pihak memberikan dan menerima jasa dari 
pihak yang dipertangguhkan. Yakni adanya transaksi jasa yang mana pihak 
                                               
13
  Animous, Depkeu Kaji Ketentuan Solvensi Asuransi syariah dalam media Indonesia,2003  
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pertama memberikan jasa dan pihak lainnya menerima jasa yang telah 
ditentukan oleh kedua belah pihak. Dimana bisnis tersebut saling memberikan 
keuntungan kedua belah pihak. Dan saling menutupi bila terjadi hal yang tidak 
diinginkan yakni musibah yang menimpa pihak kedua tanpa ragu akan 
memberikan bantuan sesuai dengan kerugian yang dialami oleh pihak kedua. 
Oleh karena itu dalam asuransi bisnis merupakan perpindahan harta dari pihak 
pemberi dengan pihak yang menerima. Dengan demikian adanya transaksi jasa 






IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP BISNIS SYARIAH SERTA 
PELUANG DAN TANTANGAN ASURANSI TAKAFUL  
DI INDONESIA 
 
Di Indonesia Asuransi Takaful telah berdiri sejak 25 Agustus 1994, 
merupakan salah satu dari sekitar 13 perusahaan asuransi sedunia yang 
memiliki sistem yang sama. Kehadirannya di Indonesia pantas memberi angin 
segar sekaligus sebagai upaya memberikan alternatif  berasuransi secara 
Islami, apalagi jumlah penduduk muslim dinegeri ini adalah mayoritas. Selain 
itu Asuransi Takaful merupakan solusi terbaik antisipasi finansial, dengan 
demikian ada dua hal yang secara nyata ddituntut untuk dilaksanakan, yaitu : 
penyiapan dana yang aman dan profitable, serta akumulasi dana yang halal. 
Pada hakikatnya konsep inilah yang secara transparan diaplikasikan Asuransi 
Takaful, sehingga unsur penipuan (Gharar), maisir/peruntung-untungan, serta 
pengelolaan dana secara riba dihilanghkan, dengan harapan image negatif 
terhadap bisnis asuransi dapat diperkecil atau malah semakin positif.1 
     Konsekwensinya setiap peserta Takaful harus menyisihkan sebahagian 
uangnya untuk keperluan dana tolong menolong atau iuran kebajikan (Tabarru) 
yang diniatkan untuk menyantuni peserta yang lain. Dana ini merupakan dana 
tolong menolong sesama peserta, perusahaan hanya sebagai pengelola atau 
pemegang amanah, artinya perusahaan berfungsi menjalankan amanah dari 
                                               
1
  http:///G://sekilas-tentang-takaful-(Asuransi Syariah)  8155.html. 
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semua peserta untuk mengelola titipan dananya, agar dikelola sesuai syari’ah, 
dan diharapkan dapat beruntung. Sementara dana Tabarru dikelola untuk 
mengatasi kemungkinan musibah pada sesame peserta. Dengan perkataan lain, 
bahwa dana peserta/premi, bukanlah milik perusahaan, jadi bila peserta 
berhenti atau ingin meminta kembali dana tersebut, perusahaan tidak bisa 
menghalanginya, dan bagi pesrta status yang berlaku selama ini, karena dana 
itu adalah miliknya. Hanya saja keuntungan investasi dana yang dikelola 
perusahaan itulah yang akan dibagi dengan sistem mudharabah (bagi hasil). 
Fenomena sistem Takaful memang unik di tengah sistem kapitalis dan 
individualis yang berkembang, sehingga sistem ini secara finansial 
memungkinkan memperoleh manfaat yang jauh lebih baik, dan yang paling 
perlu semangat solidaritas antara sesama peserta terjalin erat dengan adanya 
iuran kebajikan (tabrarru), dengan demikian sistem bagi hasil dan Tabarru, 
secara otomatis memerlukan transparansi dalam pengelolaan dana dan status 
penggunaan dana. 
A. Prinsip  Operasional dan Ruang Lingkup Asuransi Takaful  
Asuransi takaful merupakan salah satu jenis lembaga keuangan syariah non 
bank. Asuransi takaful juga memilki kesamaan fungsi dengan lembaga 
kuangan syariah non bank lainnya, yakni untuk memperoleh keuntungan dari 
hasil investasi dana yang dikumpulkan dari peserta asuransi. Cara pembagian 
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keuntungan pengelolaan dana peserta asuransi dilakukan dengan prinsip bagi 
hasil (profit and loss sharing).2  
Dalam konteks itu, perusahaan asuransi bertindak sebagai pihak 
pengelolah yang menerima pembanyaran dari peserta takaful untuk dikelola 
dan di investasikan sesuai dengan prinsip syariah (bagi hasil). Sedangkan 
peserta asurasi bertindak sebagai pemilik dana yang akan memperoleh manfaat 
jasa perlindungan, penjaminan  dan bagi hasil dari perusahaan asuransi. 
Adapun langkah-langkah dalam proses pengelolaan dana dan perhitungan bagi 
hasilnya adalah; 
a) Premi takaful yang telah di bayar oleh peserta dimasukkan kedalam 
rekening tabungan, yakni ke rekening tabungan peserta takaful dan di 
masukkan kedalam rekening khusus”tabaru” yaitu rekening yang 
disediakan untuk kebaikan berupapembayaran klain kepada ahli waris jika 
diantara peserta ada yang ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami 
musibah lainnya.  
b) Premi takaful tersebut disatukan dengan seluruh dana peserta takaful, 
kemudian dikembangkan lagi melalui investasi proyek yang dibenarkan 
oleh Islam yang dijalankan oleh perusahaan asuransi dengan menggunakan 
prinsip mudharaba. Ketentuan mudharabah disesuaikan dengan 
                                               
2




kesepakatan, misalnya pembagian keuntungan dihitung bardasarkan rasio 
60% untuk peserta asuransi takaful dan 40% untuk  perusahaan asuransi 
takaful. Tingkat  pendapatan peserta asuransi takaful sangan flutuatif, 
karena sangat bergantung pada keuntungan proyek yang dibiayai oleh 
asuransi takaful. Melalui keuntungan peserta yang 60% tersebut, kemudian 
dimasukkan kedalam rekening tabungan dan rekening khusus secara 
proporsional. Sedangkan 40% sisanya, menjadi keuntungan pihak 
perusahaan asuransi takaful.3 
c) Realisasi pembayaran rekening di laukan apabila masa pertanggungan 
berakhir,peserta mengundurkan diri dalam masa pertanggungan atau peseta 
meninggal dunia selama masa pertanggungan.  
Penggunaan prinsip bagi hasil, pihak penanggung dan pihak tertanggung 
masing-masing akan memperoleh keuntungan. Pihak tertanggung juga 
mendapatkan manfat takaful yang diberikan oleh penanggung untuk menutupi 
resiko yang menimpanya tanpa dihantui rasa keragu-raguan. Sedangkan 
penanggung dapat menutup biayaoperasional perusahaanya dari keuntungan 
investasi dana peserta.  
Warkum Sumitro menjelaskan mekanisme asuransi takaful  yang 
berdasarkan prinsip bagi hasil mempunyai beberapa manfaat sebagai berikut; 
                                               
3
 Pembagian keuntungan 60:40 merupakan perhitungan bagi hasil dari investasi mudharabah 
premi asuransi peserta.  
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a) Untuk menyediakan tempat menyimpan atau menabung bagi peserta  
secara teratur dan aman, baik untuk jangka pendek maupun jangka 
panjang, baik masa kini ataupun masa yang akan dating. 
b) Untuk persiapan masa depan ahli waris peserta, apabila sewaktu-aktu 
peseerta meninggal dunia. 
c) Untuk mempersiapkan bagi peserta jika sewaktu-waktu mendapatkan 
musibah, baik terhadap diri maupun hartanya. 
d) Jika dalam masa tertanggung peserta masih hidup, ia akam memperoleh 
kembali simpanan uang yang telah terkumpaul beserta keuntungan dan 
kelebihannya.  
Dari manfaat tersebut, sesungguhnya dapat diketahui menginvestasikan 
dana di asuransi takaful jelas member keuntungan tersendiri. Keuntungan yang 
diperoleh bukan hanya bersifat materin, tetapi juga kepuasan batin berupa 
melakukan praktek ekonomi berdasarkan syariat. Selain itu, berarti masyarakat 
baik secara lansung atau tidak lansung telah ikut berperan aktif dalam 
mengembangkan system ekekonomi syariah di Indonesia. 
Berbeda dengan asurasni konvensional, asuransi islam harus beroperasi 
sesuai dengan syariat islam dengan cara menghilangkan sama sekali 
kemungkinan terjadinya unsure-unsur riba, maisir dan gharar. Bentuk-bentuk 
usaha dan investasi yang di benarkan oleh syariat islam adalah yang lebih 
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menekankan kepada keadilan dengan mengharamkan riba dan 
mengembangkan kebersamaan alam menghadapi resiko usaha. 
Terdapat beberapa solusi untuk menyisiati agar bentuk usaha asuransi 
dapat terhindar dari unsure gharar, maisir, dan riba. 
1. Gharar (uncertainty) atau ketidakpastian ada dua bentuk;4 
a) Bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis. Secara 
konvensional, kontral atau perjanjian dalam asuransi jiwa dapat 
dkategorikan sebagai akad tabaduli’ atau akad pertukaran, yaitu 
pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara 
Harfiah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang harus 
dibayarkan dan berapa yang diterimah. Keadaan ini menjadi rancu 
(gharar) karena kita tahu berapa yang kita terimah (sejumlah uang 
pertanggunngan), tetapi tidak tahu  yang akan dibayarkan (sejumlah 
seluruh premi) karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang akan 
meninggal. Dalam konsep syariah keadaan ini akan lain karena  akad 
yang digunakan adalah akad takafuli atau tolong menolong dan saling 
menjamin dimana semua peserta asuransi menjadi penolong dan 
penjamin satu dengan yang lainnya.  
                                               
4
  Muhammad Syafi’I Antonia,” Prinsip Dasar Operasi Asuransi  Takaful”  dalam Arbitrase 
Islam Di Indonesia (Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994) hlm.148. 
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b) Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar’i penerimah klai itu 
sendiri. Dalam konsep asuransi konvensional, peserta tidak mengetahui 
dari mana uang pertanggungan uang diberikan perusahaan asuransi 
berasal. Dalam konsep takaful, setiap pembayara premi sejak awal akan 
di bagi dua, masuk kerekening pemegang pollisa  dan satu lagi masuk 
kerekening khusus. 
2. Maisir (gambling), artinya salah satu pihak yang untung tetapi di pihak lain 
justru mengalami kerugian. Unsure ini dalam asuransi knvensional terlihat 
apabila selama masa perjanjian peserta tidak mengalmi musibah, meka 
peserta tidak berhak mendapatkan apa-apa termasuk premi disetorkannnya. 
Sedangkan keuntungan yang diperoleh ketika peserta belum lama menjadi 
peseta menerima pembayaran klaim yang jauh lebih besar.  
Dato fadzli Yusof , mengatakan terjadinya unsur maisir, sebagai 
lanjutan dari pada asuransi konvensional. Keuntungan daripada asuransi juga 
dilihat sebagai hasilyang mengandung unsur perjudian karena keuntungan 
sangat tergantung dari pengalaman penanggung ( Underwriting experience ), 
sehingga untung dan rugi suatu perusahaan tergantung kepada nasib, hal ini 
mengandung gharar oleh karena itu termasuk judi. 
Masalah syari’ah di atas dapat selesai dengan benarnya akad. Takaful 
telah merubah akadnya dan membagi dana peserta ke dalam dua rekening. 
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Karena rekening khusus yang menampung tabarru yang ada tidak bercampur 
dengan rekening peserta, maka reversing period di takafulterjadi sejak awal. 
Kapan saja peerta dapat mengambil uangnya ( karena pada hakekatnya itu 
adalah uang mereka sendiri ), dan nilaitunai sudah ada ( terbentu ) sejak awal 
tahun pertama ia masuk. Dan karena nya tidak ada maisir, tidak ada gambling, 
karena tidak ada pihak yang diragukan.5 
Jenis – jenis akad yang akan digunakan di takaful dalam rangka 
mengeliminir adanya gharar dan maisir adalah : 
a. Akad Tabarru ( akad takafuli ), dimana peserta ( mutabarri ) dengan niat 
ikhlas mendermakan sebagian hartanya untuk membentu saudara – 
saudaranya yang lain apabila ada yang mengalami musibah. Sedangkan 
perusahaan sebgai mudharib bertindak sebagai pemegang amanah atas 
pengelolaan dana tesebut. 
b. Akad Madharabah ( bagi hasil ) dimana perusahaan bertindak sebagai 
muhari( pemegang amanah ) untuk mengelola dan peserta dan peserta 
sebagai shahibul mal berhak atas bagi hasil sebesar yang diperjanjikan. 
Dengan konsep mudharobah ini sekaligus sebagai alternatif yang diberikan 
oleh syariah untuk menghindari terjadinya riba.6 
                                               
5
  Mohd Fadzli Yusof. Takaful Sistem Insurans Islam. Tinggi Press. SDN BHD, hal 32 
6
  www. Google//Sistem Operasional TAKAFUL (Asuransi Syariah) dalam Mengeliminir 
ghararm maisir dam riba – all aboaut takaful. html 
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3. Unsur riba, tercermin dalam cara perusahaan asuransi konvesional 
melakukan usaha atau investasi dimana meminjamkan dana premi yang 
terkumpul atas dasar bunga. Dalam konsep takaful dana premi yang 
terkumpul  diinvestasikan dengan prinsip bagi hasil, terutama muhdarabah 
dan musyarakah.  
Prinsip operasional asuransi Islam mempunyai cirri-ciri, antara lain; 
a) Niat, semangat, tata cara pengelolaan, jenis usaha dan pengawasan syariah 
a. Dana asuransi diperoleh dari pemodal dan peserta suransi di dasarkan 
atas niat dan semangat persaudaraan untuk saling membantu pada waktu 
yang diperlukan,\. 
b. Tata cara pengelolaan tidak terlibatdengan unsure-unsur yang 
bertentangan dengan syariat islam. 
c. Tedapat dewan pengawas yang bertugas mengawasi operasional 
perusahaan agat tidak menyimpan dari tuntutan syariat. Pada asuransi 
islam yang perluh mendapakan perhatian adalah agar format berbagai 
perjanjian yang mengikat para pihak dan investasi yang dilakukan 
perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan syariat. 
b) Modal saham 
Modal saham yang di setor para pemegang saham merupakan modal 
awal usaha asuransi islam untuk dibelanjakan untuk kebutuhan awal 
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operasi dan sisanya diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariat islam atas 
dasar konsep muhdarabah.7 
Asuransi takaful merupakan salah satu jenis lembaga keuangan syariah 
non bank. Asuransi takaful juga memilki kesamaan fungsi dengan lembaga 
kuangan syariah non bank lainnya, yakni untuk memperoleh keuntungan dari 
hasil investasi dana yang dikumpulkan dari peserta asuransi. Cara pembagian 
keuntungan pengelolaan dana peserta asuransi dilakukan dengan prinsip bagi 
hasil (profit and  loss sharing).8  
Sistem Operasional asuransi syariah dilandasi oleh tiga prinsip, yaitu 
rasa saling tanggungjawab, kerja sama dan  membantu, serta saling melindungi 
antara para peserta dan perusahaan. Perusahaan asuransi syariah bertindak 
sebagai mudharib, yaitu pihak yang diberi kepercayaan atau amanah yang 
diberikan kepada para peserta  sebagai shahibul mal untuk mengelola uang 
premi dan mengembangkan dengan jalan yang halal sesuai dengan syar’I serta 
memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai dengan akad.  
Berdasarkan akad yang disepakati, perusahaan dan peserta mempunyai 
hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Kewajiban tertanggung adalah 
membayar uang premi sekaligus di muka atau angsuran secara berkala, unag 
                                               
7
 Wirdyaningsih. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2005. h 
257-260 
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premi yang yang di terimah perusahaan dipisahkan atas uang rekening 
tabungan dan rekening tabarru’. Sementara itu, hak tertanggung diantaranya 
adalah mendapatkan uang pertanggungan atau klaim serta bagi hasil jika ada, 
dengan mudah dan cepat.  
Kewajiban perusahaan asuransi adalah memegang amanah yang 
diberikan kepada peserta dalam hal mengatasi resiko yang kemungkinan 
mereka alami. Perusahaan juga menjalankan kegiatan bisnis dan 
mengembangkan dana tabungan yang dikumpulkan dengan hukum syariat. 
Sementara itu dana yang telh diniatka sebagai dana kebajikan/derma  
diperuntukkan bagi keperluan para nasabah yang terkena musibah. 
Hak perusahaan asuransi syariah diantaranya menerima premi, 
mengumpulkan dan mempergunakannya untuk kegiatan bisnis serta 
mendapatkan bagi hasil dari kegiatan usaha yang dijalankan.9 
Operasional asuransi syariah selain dilaksanakan berdasarkan Undang-
Undang No 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian dan ketentuan fatwa 
DSN-MUI diatas, secara teknis diatur  dalam Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor 422/KMK.06/2003 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian dan 
perusahaan reasuransi dan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor. 426/KMK.06/2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan 
                                               
9
 Abdullah Amrin, Asuransi Syariah, cet. 1, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2006.  
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perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Keputusan meteri keuangan 
inilah yang menjadi dasar dalam pendirian asuransi syariah sebagaimana yang 
tertuang dalam pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia  
Nomor. 42/KMK.06/2003. Yang menyebutkan bahwa” setiap pihak dapat 
melakukan usaha asuransi atau reasuransi berdasarkan prinsip syariah…”10 
Dalam konteks hukum Indonesia, asuransi merupakan lembaga 
keuangan bukan bank, hingga tidak diperkenankan menarik dana lansung dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan. Penariak dana pada perusahaan 
perasuransian adalah berupa premi yang besarnya sesuai dengan ketentuan 
yang telah disepakati dalam polis asuransi.  
Sedangkan menurut KUH Dagang yang merupaka prinsip dasar 
asuransi atau pertangungan adalah:11 
a. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan atau ditangguhkan 
(Insurable Interest) yakni, kepentingan yang dapat dinilai dengan uang. 
Dengak kata lain, menurut asa ini seseorang boleh mengasuransikan 
barang-barang apabila yang bersakutan mempunyai kepentingan atas 
barang yang dipertanguhkan 
                                               
10
 Ibid  
11
 Abdul Rasyid Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: teori dan contoh kasus, ed.2, 
cet.3, Jakarta, Kencana, 2007. 
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b. Prinsip keterbukaan yakni, terkandung dalam ketentuan pasal 251 KUH 
Dagang yang pada intinya menyatakan  bahwa penutupan asuransi harus 
sah apabila penutupan di dasari iktikad baik. 
c. Prinsip Indermity yakni, terkandung dalam ketentuan pasal 252 dan 
pasal 253 KUH Dagang. Yang menjadi dasar penggantian kerugian dari 
penanggung kepada tertanggung adalah sebagian kerugian yang 
sesungguhnya diderita oleh tertanggung dalam arti tidak dibenarkan 
mencaari keuntungan dari ganti rugi asuransi atau pertanggungan. 
d. Prinsip Subrogasi untuk kepentingan penanggung, yakni terkandung 
dalam pasal 284 KUH Dagang yang pada intinya menentukan bahawa 
apabila teranggung sudah mendapatkan penggantian atas dasar prinsip 
indemnity, maka si tertanggung tak berhak lagi mendapatkan 
pengantian dari pihak lain, jelas asa pihak yang lain bertanggungjawab 
pula atas kerugian yang dideritanya. 
Sedangkan pakar ekonomi Islam mengemukakan bahwa asuransi 
syariah atau asuransi takaful ditegakkan atas tiga prinsip utama yakni:12 
a. Saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta asuransi takaful 
memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong 
peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas. 
                                               
12
 Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di 
Indonesia, edisi rev, cet.3, Jakarta, Kencana, 2006. 
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b. Saling bekerja sama dan membantu, yang berarti diantara peserta 
asuransi takaful yang satu dengan yang lainnya saling bekerja sama dan 
tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab 
musibah yang diderita. 
c. Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa para 
peserta asuransi takaful akan berperan sebagai pelindung bagi pesera 
lain yang mengalami gangguan keselamata.  
Adapun perbedaan prinsip operasional asuransi takaful dengan asuransi 
konvensional, yakni:13 
a.  Unsur ketidakpastian (gharar),dalam asuransi konvensional, perjanjian 
asuransi jiwa termasuk akad Tabaduli akad pertukaran yaitu pertukaran 
pembayaran premi  dengan uang pertanggungan. Di dalam akad ini ia 
masih terdapat unsure ketidakpastian. Karena nasabah mengetahui 
secara pasti besarnya jumlah pertanggungannya, tetapi tidak mengetahui 
jumlah seluruh premi yang akan dibayarkan.  
Dalam asuransi takaful, kontrakny di daasarkan pada akad takafuli, 
tolong menolong dan saling menjamin. Dalam prinsip takafuli ini semua 
peserta asuransi ini menjadi penolong dan menjamin satu sama lain. 
                                               
13
  Warkum Sumtro, Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait (BAMUI, Takaful 
dan Psar Modal Syariah) di Indonesia, cet.4, Jakarta, PT. RjaGrafindo Persada, 2004, h.189-190.  
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b. Unsur Gambling (maisir), dalam asuransi konvensional pihak yang satu 
mengalami keuntungan. Sedangkan pihak lain mengalami kerugian. 
Dalam asuransi takaful reversing periode bbermula pada awal bahwa 
setiap peserta mempunyai hak untuk mendapatkan cash value da 
mendapatkan semua uang yang dibayarkan, kecuali hanya sebagian keil, 
yang sudah dimasukkan kedlam rekening khusus peserta dalam bentuk 
derma. 
c. Unsur Riba, dala asuransi konvensional terdapat usaha dan investasi 
dengan meminjamka dananya atas dasar bunga, terutama dengan bank-
bank dan funds manaher companies 
Dalam asuransi takaful tidak terdapat usaha dan investasi denga    
penerapan system bunga. 
d. Unsure Komersial, dalam asuransi konvensional unsure komerialnya 
masih menonjol, sebagi akibat dari penerapan system bunga. 
Dala asuransi takaful unsure komersial tertutup oleh unsut ta’awun atau 
perolongan sebagai akibat dari penerapan konsep al-mudharabah, 
dengan system bagi hasil dan keuntungan. 
Unsur ta’awun (pertolongan) dalam asuransi takaful ini sebagai 
pengalaman al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 2 artinya: tolong 
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menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan ketakwaan dan janganlah 
kamu tolong menolong dalam ha dosa dan permusuhan.14 
Dalam bisnis asuransi dinyatakan bahwa, Walaupun prinsip asuransi itu 
sederhana, namun penerapanya rumit dan memerlukan keterampilan banyak 
bidang, antara lain:15  
a. Perusahaan asuransi 
Pertama tama haruslah didirikan organisasi untuk mengelolah bisnis 
asuransi. Organisasi ini dikelolah sebagai perusahaan asuransi yang 
dapat berbentuk perseroan terbatas. Operasi yang aman tergantung dari 
besarnya jumlah peserta yang da dapatkan oleh kebayakan perusahaan 
asuransi melalui perwakilan yang dikenal dengan “tenaga Lapanga”. 
b. Kontrak  
Yang diukur oleh perusahaan asuransi itu terutama janji-janji yang yang 
dicamtumkan dalam dokumen hukum yang dikenal “sebagai kontrak”. 
Kontrak asuransi merumuskan keadaan dimana perusahaan asuransi  
akan membayar yang ditanggung dan jumlah yang akan dibayarkan. 
c. Penanggungan dengan tarif asuransi 
Suksesnya asuransi membutuhkan usaha pendistribusian biaya dan 
manfaat yang sseadil mungkin diantara peserta.  
                                               
14
 Ibid  
15




Sifat bisnis asuransi membutuhkan investasi uang yang besar. Sumber 
dana perusahaan asuransi untuk kerugian-kerugian adalah dari modal 
yang telah disetor, surplus premi yang telah dibayar dimuka untuk jasa-
jasa yang yang dilaksanakan. Pengelolaan bisnis yang baik diperlukan 
dana diinvestasikan secara bijaksana.  
e. Pengawasan pemerintah 
Bisnis asuransi diadakan untuk menjaga kepentingan masyarakat dank 
arena itu lebih diawasi pemerintah dari pada perusahaan biasa. Hamper  
semua bisnis ini diatur, termasuk organisasi dan likuidasinya. 
Pemerintah menetapkan standar-standar untuk ketentuan polis, tarif, 
pembatasan biaya, penilaian aktiva dan passive dan lain sebagainya. 16 
Adapun ruang lingkup kegiatan Asuransi  syariah (takaful) di Indonesia 
yakni, dalam konten hukum Indonesia, asuransi merupakan lembaga keuangan 
bukan bank, sehingga tidak diperkenankan menarik dana lansung dari 
masyrakat dalam bentuk  simpanan. Penarikan dana pada perusahaan 
perasuransian adalah berupa premi yang besarnya sesuai dengan ketentuan 
yang telah ditentukan oleh polis asuransi. 
                                               
16
 Ibid h.10 
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 Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha 
perasuransian di sebutkan, bahwa usaha asuransi hanya dapat dilakukan oleh 
perusahaan asuransi dengan ruang lingkup kegiatan sebagai berikut:17 
a. Perusahaan asuransi kerugian hanya dapat menyelenggarakan usaha 
dalam bidang asuransi kerugian termasuk reasuransi. 
b. Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan hanya dapat 
menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi jiwa, dan asuransi 
kesehatan, asuransi kesehatan diri, dan usaha anuitas serta menjadi 
pendiri dan pengurus dana pension sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dana pension yang berlaku. 
c. Perusahaan reaasuransi yang hanya dapat menyelenggarakan usaha 
pertanggungan ulang. 
Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha 
perasuransian dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan 
konsumen dan keputusan Menteri Kuangan Nomor 422/KMK.06/2003. 
Tentang Penyelengaraan Usaha Perusahaan  Auransian dan Reasuransian 
tersebut juga berlaku bagi usaha perasuransian yang berdasarkan prinsip 
syariah. Bahwa sebagaimana telah disebutkan sebelummnya yang menjadi 
keberatan dan dilarang islam terhadap asuransi konvensional adalah adanya 
                                               
17
  Pasal 4 UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. 
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unsure penjudian (maisir), ketidakpastian (gharar), riba, suap-menyuap 
(ryswah), dan batil. Sebagai gantinya dapat diterapkan akad-akad tradisional 
islam yang secara umum dibedakan menjadi dua macam, yaitu akad tabarru’ 
dan akad tijarah. 
Mengenai akad tabarru’ pada perusahaan asuransi takaful pada tahun 
2006 telah diatur melalui fatwa DSN, yaitu Fatwa Nomor. 53/DSN-
MUI/III/2006 tentang Tabarru’ pada penerapannya asuransi syariah. Secara 
lengkap mengenai tabarru’ pada penerapannya pada perusahaan asuransi 
syariah, yaitu sebagai berikut;18 
Pertama: Ketentuan Umum 
 Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan: 
a. Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi jiwa, asuransi kerugian dan 
reasuransi kerugian 
b. Peserta adalah peserta asuransi (pemegang Polis) dan perusahaan 
asuransi dalam reasuransi syariah. 
Kedua: Ketentuan Hukum 
a. Akad tabarru’ merupakan akad yang harus melekat pada semua asuransi 
produk asuransi 
                                               
18
  Abdul Ghafur Anshari, Asuransi Syariah di Indonesia, Regulasi dan Operasionalisasi di 
dalam Kerangka Hukum Positif  di Indonesia, Yokyakarta, UUI Press, 2007 h. 68-71 
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b. Akad tabarru’ pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan 
antar peserta pemeganng polis. 
Ketiga: Ketentuan Akad 
a. Akad tabarru pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk 
hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta dan 
bukan untuk tujuan komersial 
b. Dalam akad tabarru, harus disebtukan sekurang-kurangnya: 
a. Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu 
b. Hak da kewajibanantara peserta  secara individu dalam akun tabarru’ 
selaku peserta dalam arti bada/kelompok. 
c. Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim 
d. Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang 
diakadkan. 
Keempat: Kedudukan para pihak dalam akad tabarru’ 
a. Dalam akad tabarru’, peserta memberikan dana hibah yang digunakan 
untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah 
b. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana 




c. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelolah dana hibah, atas dasar 
akad wakalah dari pada peserta lain pengelolaan investasi 
Kelima:  Pengelolaan 
a. Pembukaan dana tabarru’ harus terpisah dari dana lainnya. 
b. Hasil investasi dari dana tabarru’ menjadi hak kolektif peserta dan 
dibukukan dalam akun tabarru’ 
c. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil 
berdasrkan akad mudharabah atau akad mudharabah musyarakah atau 
memperoleh ujra (fee) berdasarkan akad wakalah bin ujrah. 
Keenam: Surplus Underwriting 
a. Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru’ maka boleh 
dilakukan beberapa alternative sebagai berikut: 
a. Diperlukan seluruhnya sebagian sebagai dana cadangan dalam akun 
tabaru’ 
b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan  dan dibagikan sebagian 
lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat 
aktuaria/manajemen risiko. 
c. Di simpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian 
lainnya kepada perusahaan asuransi  dan peserta sepanjang 
disepakati oleh para peserta. 
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      2. Pilihan terhadap salah satu alternative tersebut diiatas harus di setujui 
terlebih dahuluoleh peserta dan dituangkan dalam akad.   
Ketujuh: Defisit Underwriting 
a. Jika terjadi deficit underwriting atas dana tabarru’. Maka perusahaan 
asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk Qardh 
atau pinjaman. 
b. Pengembalian dana Qardh kepada perusahaan asuransi disisihkan dari 
dana tabaru’ 
Kedelapan: Ketentuan Penutup 
a. Apabila salah satu pihak menunaikan kewajibannya jika terjafi 
perselidihan diantara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan 
meleui badan arbitrase syariah setelah tidak terpercayai kesepakatan 
melelui musyawarah. 
b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika 
dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dibah dan disempurnakan 
sebagaimana mestinya.19 
B. Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Bisnis Syariah 
pada Asuransi Takaful 
                                               
19
 Ibid  
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 Saat ini perusahaan asuransi yang dianggap benar-benar  menggunakan 
pinsip syariah adalah asuransi takaful keluarga, asuransi takaful umum, dan 
asuransi mubarokah. Selain itu, beberapa perusahaan asuransi konvensional 
juga membuka cabang syariah. Jumlah asuransi konvensional saat ini sebanyak 
106. Namun, melihat potensi market yang ada saat ini, apalagi 
membandingkan dengan jumlah penduduk muslim, asuransi syariah 
mempunyai peluang pasar yang sangat besar. 20 
 Namun demikian, beberapa hal yang menjadi kendala bagi 
perkembangan asuransi syariah antara lain:21 
a. Kurangnya sosialisasi  
Media komunikasi yang digunakan masih  cenderung tradisional, 
dengan cara presentasi, seminar, ceramah, sementara sosialisasi melalui 
Koran, tv dan radio dan lainnya masih sangat terbatas. 
b. Tenaga ahli asuransi syariah 
Harus di akui bahwa tenaga ahli yang benar-benar mengakui teknik 
asuransi pada saat bersamaan menguasai syariah masih sangat terbatas. 
c. Dukungan Ummat 
                                               
20Muhammad Syakir Sula, Kinerja Asuransi Syariah Tahun 2004 dalam 
www.tazkiaonline.com  
21Hendi Suhendi, Asuransi Takaful dari teori kepraktis, cet.1, Jakarta, Mimbar Pustaka 
Bandung, 2005. H. 161-162  
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Masyarakat muslim belum menjadikah asuransi syariah sebagai 
kewajiban dalam praktek muamalah. Sehinnga tidak jarang kepentingan 
financial jauh lebih dominan di banding kebutuhan syar’I. 
d. Dukungan pemerintah 
Adalah menjadi kewajiabn bagi pemerintah untuk menyediakan sarana 
perekonomian yang berbasis syariah karena mayoritas dari penduduk 
negeri iniadalah muslim. 
e. Asuransi bukanlah bank yang banyak berpeluang untuk bisa 
berhubungan dengan masyarakat  dalam hal pendanaan atau 
pembiayaan. Artinya, dengan produknya bank lebih banyak berpeluang 
untuk bisa selalu dengan masyarakat. Dilain pihak, masyarakat 
memiliki sedikit peluang untuk berhubungan dengan asuransi syariah, 
berkenaan rendahnya kepentingan masyarakat terhadap roduk asuransi 
syariah.22 
f. Asuransi syariah sebagaimana bank dan lembaga keuangan syariah lain 
yang masih dalam proses mencari bentuk. Maka diperlukan langkah-
langkah sosialisai kepada masyarakat. 
g. Rendahnya professionalism sumber daya manusia (SDM) menghambat 
laju pertumbuhan asuransi syariah. Penyediaan sumber daya menusia 
                                               
22Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,  cet.1, Yokyakarta, Ekonisia 
Fakultas Ekonomi UUI, 2003.  
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dapat dilakuka dengan kerjasama dengan berbagai pihak terutama 
lambaga-lembaga pendidikan untuk membuka atau memperkenalkan 
pendidikan asuransi syariah. 
Kendala perundang-undangan yang ada tersebut merupakan salah satu 
contoh betapa perhatian pemerintah belum optimal untuk menfasilitasi 
perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Lebih perpajakan yang 
menjadikan asuransi syariah terkena pajak dua kali, sebelum dan sesudah bagi 
hasil (mudharabah). 
Ada beberapa faktor yang mendorong timbulnya usaha asuransi sebagai 
salah satu bidang usaha yang tujuannya untuk membrrikan perlindungan 
terhadap bahaya kerugian yang mungkin menimpa seseeorang/lembaga, yaitu 
dengan cara member santunan/ganti rugi kepada para anggota program 
asuransi yang terkena peril.  
Adapun faktor-faktor tersebut antara lain:23 
a. Keinginan untuk memberikan kepastian kepada para peserta program 
asuransi yang tertanggung terhadap resiko kerugian yang dihadapi. 
b. Dengan adany kepastian, maka tertanggunng akan merasa aman 
terhadap bahaya kerugian, jadi disamping memberi kepastian maka 
asuransi juga bertujuan memberikan rasa aman kepada tertanggung. 
                                               
23
 Soeisno Djojosoedarso, Prinsip-prinsip Mnanajemen resiko dan Asuransi, Cet.1, Jakarta: 
Salemba Empat, 1999. h. 88-89 
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c. Bila seseorang berada dalam bahaaya karena: kehilangna sumber 
pendapatan. Dimana seseorang melakukan dengan mengalihkan rasa 
khawatir dan takut kepada pihak lain(perusahan asuransi). Jadi disini 
tujuan auransi adalah menghilangkan rasa khawatir dan ketakutan dari 
para tertanggung.  
d. Perluh adanya diperhatikan bahwa keinginan usaha-usaha untuk 
memperoleh dari rasa aman dari setiap orang yang mempunyai sisi lain. 
Yaitu dapat orang menghindari usaha-usaha yang mengandung reiko 
yang besar, yang memungkinkan untuk memperoleh yang besar pula. 
Dengan demikian, mencari rasa aman dapat mempengaruhi perilaku 
seseorang. Keadaan ini selanjutnya akan mengakibatkan adanya ketidak 
keseimbangan dalam kehidupan ekonomi, sehingga mekanisme 
ekonomi tidak dapat berjalan dengan wajar.  
Dengan adanya asuransi, dimana orang dapat mengalihkan resiko-resiko 
tersebut kepada perusahaan asuransi, orang akan berani bverusaha dibidang 
bidang yang berisiko, yang mennjanjikan keuntungan yang lebih besar, 
sehingga dapat mendorong terciptanya keseimbangan ekonomi yang optimal. 
Dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilihat adanya 
kemajuan  perangkat pengaturan asuransi syariah, namun belum cukup untuk 
mengakomodasi kegiatan perasuransian di Indonesia terutama jika 
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dibandingkan dengan perbankan syariah yang kerangka dan perangkat 
pengaturannya lebih baik.24 
Menurut Jafril Khalil, dalam perkembangannya, asuransi memiliki 
beberapa kendala dan tantangan, yaitu;25 
a. Tantangan utamanya adalah dalam diri umat islam itu sendiri. Apakah 
mereka berani untuk melaksanakan suatu perrniagaan yang didasarkan 
kepada iman dan takwa dengan aturan syariahnya yang jelas, tetapi 
belum mempunyai  regulasi tersendiri dari pemerintah Republik 
Indonesia. 
b. Belum adanya peraturan dari pemerintah secara komprehensif yang 
memberikan landasan hukum terhadap bisnis asuransi syariah. 
c. Kesiapan umat islam untuk mendukung bisnis asuransi syariah. Jika 
tidak ada kesiapan umat islam untuk mendukung, yentu bisnis ini tidak 
akn bergerak, karena keunggulannyaterletak pada sector penempatan 
dana atau investasi syariahnya. 
                                               
24
 Pengaturan mengenai perbankan syariah diatur secara tersendiri dan terinci dalam SK 
BI/32/36/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1998 tentang bank umum berdasarkan prinsip syariah  dan SK 
BI/32/34/Kep/Dir tanggal 12  Mei 1998 tentang Bank Pengkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip 
syariah tanggal 12 Mei 1998.  




Adapun solusi perkembangan asuransi syariah antara lain:  
Karena asuransi syariah adalah solusi untuk terlepas dari praktik maisir, gharar 
dan riba, maka perlu ada solusi dari segala hambatan dan tantangannya. 
Solusinya antara lain:  
a. Untuk terus mendorong pertumbuhan industri asuransi syariah yang       
kompetitif tentunya perlu pula didukung oleh SDM berkualitas yang benar-
benar memahami asuransi syariah. SDM menjadi kunci bagi industri 
asuransi untukberkembang pesat  
b. Selain itu, diperlukan sertifikasi agen asuransi. Jadi, hanya agen asuransi 
yang telah disertifikasilah yang diperbolehkan membuka praktik asuransi 
syariah  
c. Perlu adanya sosialisasi kepada stakeholder dan shareholder untuk 
membedakan asuransi syariah dan asuransi konvensional. 
d. Pengadaan informasi melalui media internet, media cetak dan media 
elektronik. 
e. Peningkatan mutu produk yang memenuhi standar asuransi syariah 
f. Memenuhi keperluan nasabah akan asuransi, sehingga produk-produk yang 
dibuat mampu memenuhi keinginan nasabah, sehingga nasabah semakin 
tertarik kepada takaful. 
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g.  Perlu adanya mikro asuransi yang diperuntukkan untuk pedagang kecil. 
Hal ini perlu dilakukan karena banyak pedagang kecil dan masyarakat kecil 
yang masih berpikiran bahwa asuransi hanya cocok untuk masyarakat 
menengah ke atas.  
h. Diperlukan strategi pemasaran yang baik dalam perkembangannya. Mampu 
membidik pangsa pasar asuransi syariah. Dukungan dari berbagai pihak, 
seperti pemerintah dan akademisi untuk mendukung keberadaan asuransi 
syariah dan menciptakan SDM yang berkualitas dalam mengelola asuransi 
syariah. 
Ada beberapa hal yang dapat dijadikan parameterbagi prospek asuransi, 
antara lain:26  
a. Potensi market asuransi syariah sekarang ini masih berupa ceruk pasar, 
masih berupa ceruk pasar, masih kecil, dan nease selectivity, tetapi dari  
segi potensi emosional bisa dicreate menjadi besar dengan caaara mass 
promotion dengan lembaga-lembaga keislaman,. 
b. Keunggulan kompetitif asuransi syariah dari segi marketing, memiliki 
positioning yang sangat kuat dan unik jika di bandingkan  dengan 
asuransi konvensional. 
                                               
26
 Lihat dalam www.tazkiaonline.com  
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c. Pergeseran pemahaman  muamalah dikalangan umat islam terhadap 
praktek muamalah yang islami. Indikasi ini dapat dilihat  dengan 
maraknya bank-bank  kovensinvonal dengan melakukan konversi dan 
membuka window syariah. 
d. Konsep muamalah islam di[ahami sebagai konse yang unik karena 
bukan saja universal yang didalammnya diatur semua hal  termasuk 
kehidupan bermasyarakat, tetapi juga fleksibel dalam bidang muamalah 
serta dapat diterapkan diamanapun dandan kepada siapapun, muslim 
atau non muslim.  
Untuk mewujudkan upaya tersebut, jelas ini menjdi kewwajiban bagi 
setiap umat islam untuk kembali pada ajarannnya yang benar dalam segala 
bidang sebagaimana kata imam Malik:” ummat ini tidak akan kembali jaya, 
kecuali dengan konsepsi lama yang telah membawanya dulu kejenjang 
kejayaan.”  
Selain dari peluang dan tantangan  diatas, asuransi takaful juga perluh 
memperhatiakn tantangan ekonomi islam yang semakin besar. Tantangan itu 
meliputi system ekonomi, dan perangkat peraturannya. System ekonomi dan 
keuangan islam di Indonesia menghadapi dua tantangan yang besar, yaitu: 
Pertama, ujian atas kredibilitas system ekonomi dan keuangannya, dan kedua, 
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perangkat peraturan, hukum dan kebijakan baik dalam skala nasional maupun 
internasional.  
Dari beberapa kendala maupun tantangan , maka penulis dapat menarik 
beberapa kesimpulan bahwa keberadaan asuransi takaful masih sangat kecil di 
bandingkan dengan asuransi konvensional, kurangnya sosialisasi terhadap 
masyarakat tentang produk dan mekanismenya, sehingga masyarakat kurang 
tertarik menggunakan asuransi (khususnya auransi takaful). Sedangkan 
tantanganya yakni, meyakinkan masyarakat akan keuntungan menggunakan 
asuransi syariah, adanya dukungan pemerintah dalam  pengembangan asuransi 
takaful dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. 
C. Implikasi pelaksanaan asuransi takaful di Indonesia 
Dalam implementasinya, adapun yang menjadi implikasi Pelaksanaan  
Dana Asuransi Takaful antara lain: 
A) Penarikan Dana Peserta 
Penarikan dana peserta merupakan suatu proses dimana masyarkat 
diarahkan untuk menjadi peserta asuransi takaful. Hal ini dilakukan 
berdasarkan pertimbangan bahwa asuransi takaful merupakan lembaga  




Dalam praktek, setiap lembaga asuransi baik asuransi syariah maupun 
asuransi konvensional memiliki pola dan pendekatan yang berbeda dalam 
menarik masyarakat menjadi peserta asuransi. Titik tolak penarikan dana 
peserta dilakukan melalui suatu proses sosialisasi penawaran produk asuransi 
kepada masyarakat.  
Penawaran produk asuransi kepada masyarakat pada umumnya 
dilakukan dengan dua cara;27 
a. Penawaran secara lansung (direct service) yakni karyawan asuransi takaful 
mendatangi lansung calon peserta kelapangan. 
b. Penawaran secara tidak lansung (indirect service) yakni masyarakat yang 
menjadi peserta asuransi mendatang kantor asuransi. 
Adapun pola penarikan dana peserta yang terdapat dalam system 
asuransi takaful di dasarkan pada perjanjian atau akad. Masa berlakunya 
perjanjian asuransi ditetapkan sejak tanggal yang tercamtum dalam polis dan 
premi yang pertama di lunasi. Sementara pembanyaran premi dilakukan 
dengan dua cara, yaitu; secara tunai dan angsuran, hal ini di atur melalui 
mekanisme berikut: 
                                               
27Lihat Deni K Yusuf, Intisari Perkuliahan Asuransi Takaful, Bandung;Fakultas Syariah 
IAIN SGD, 2003.  
111 
 
a. Pembayaran premi dapat dilakukan secara sekaligus, sesuai dengan 
persyaratan perusahaan. Khusus produk non tabungan pembanyaran premi 
I lakukan segaligus dan tahunan. 
b. Premi dibayar di muka secara penuh pada tanggal jatuh tempo pada 
perusahaan dan pembayaran dapat dilakukan di kantor pusat yang ditunjuk 
oeh perusahaan 
c. Atas pembayaran premi lanjutan di berikan kelonggaran satu bulan sejak 
tanggal jatuh tempo pembayaran. Bila masa kelonggaran peserta meningal 
dunia, maka perusahaan akan menbayar manfaat takaful. 
Disamping aturan tersebut, penarikan dana peserta juga berkaitan 
bedengan pemulihan polis dan perubahan polis asuransi. Pemulihan polis yang 
dimaksud  adalah peserta asuransi dapat mengajukan pemulihan polis asuransi 
yang di anggap batal karena premi lanjutan belum dibayar lebih dari satu 
bulan. Pemulihan premi asuransi dapat dilakukan dengan cara melaunasi 
seluruh premi lanjutan yang telah jatuh tempodan atau melunasi seluruh 
tabarru’ dari premi lannjutan yang telah jatuh tempo pembayaranya di tambah 
dengan tabungan jatuh tempo terakhir.  
B) Klasifikasi Dana Peserta 
Setiap peserta yang mendaftarkan diri sebagai peserta asuransi takaful 
akan ditawarkan memilih dua jenis premi. Jenis premi tersebut dalam 
112 
 
prakteknya merupakan klasifikasi dana peserta yang dibagi dua bentuk yaitu 
premi dengan unsure tabungan dan premi tanpa tabungan. 
1. Asuransi Syariah Sebagai Pemegang Amanah 
Sistem operasional Asuransi Syariah adalah saling bertanggung jawab, 
bantu membantu dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan 
diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi, 
mengembangkan dengan jalan yang halal dan memberikan santunan kepada 
yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian. Keuntungan perusahaan 
diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan 
dengan prinsip mudharabah (sistem bagihasil). Para peserta Asuransi Syariah 
berkedudukan sebagai pemilik modal (shohibul mal) dan perusahaan Asuransi 
Syariah berfungsi sebagai pemegang amanah (mudharib). 
Keuntungan yang diperolah dari pengembangan dana itu dibagi antara 
para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. 
Mekanisme pengelolaan peserta (premi) terbagi menjadi dua sistem yaitu : 
a. Sistem pada produk saving (tabungan) 
b. Sistem pada produk non saving (tidak ada tabungan) 
c. Sistem Pada Produk Saving (Ada Unsur Tabungan) 
Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur 
kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung kepada keuangan 
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peserta. Akan tetapi perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang 
dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisah dalam 
dua rekening yang berbeda yaitu: 
a. Rekening Tabungan, dimana dana tersebut merupakan milik peserta, yang 
dibayarkan apabila: 
1. Perjanjian berakhir 
2. Peserta mengundurkan diri 
3. Peserta meninggal dunia 
b. Rekening Tabarru’, yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan 
oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling tolong 
menolong dan saling membantu, yang dibayarkan apabila: 
1. peserta meninggal dunia 
2. perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana) 
Sistem inilah sebagai implementasi dari akad takafuli dan akad 
mudharabah sehingga Asuransi Syariah dapat terhindar dari unsur gharar dan 
maisir. Selanjutnya kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai dengan 
syari’at Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan 
bebabn asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi menurut prinsip al-
mudharabah. Prosentasi pembagian mudharabah dibuat dalam suatu 
perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dan 
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peserta, misalnya dengan 70 : 30. Mekanisme Pengelolaan Dana Pada Produk 
Yang Mengandung Unsur Tabungan). 
2. Sistem Pada Produk Non Saving 
Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam 
rekening tabarru’ perusahaan, yaitu kumpulan dana yang telah diniatkan oleh 
peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong dan 
saling membantu, dan dibayarkan bila: 
1. Peserta meninggal dunia 
2. Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana) 
Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syari’at 
Islam. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi 
(klaim dan premi reasuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan 
menurut prinsip al-mudharabah dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan 
perjanjian kerjasama antara perusahaan dan peserta.28 
Pengelolaan dana melalui asuransi syariah diyakini dapat terhindar dari 
unsur yang diharamkan Islam yaitu riba, gharar (ketidakjelasan dana) dan 
maisir (judi). Untuk itu perusahaan asuransi syariah memegang amanah dalam 
menginvestasikan dana nasabah sesuai prinsip syariah. Sesuai akadnya, 
                                               
28
 http//google//Konsep dan eksistensi Bisnis Asuransi Syariah di Indonesia<<asuransi 
Syariah Takaful.html.  
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mudharabah, yaitu akad kerja sama dimana peserta menyediakan 100% modal, 
dan dikelola oleh perusahaan asuransi, dengan menentukan kontrak bagi hasil. 
C) Pengelolaan Dana peserta 
Kehadiran PT.Syarikat Takaful Indonesia (STI)  yang membawahi dua 
jenis anak perusahaan yakni PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi 
Takaful Umum merupakan alternative terhadap asuransi konvensional yang 
disinyalir mengandung unsure riba, gharar dan maisir. Asuransi takaful 
dinyakini menerapkan manejemen dan operasionalnya sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah seperti yang menyangkut prinsip jaminan, syirkah, bagi hasil 
dan ta’amun (saling menanggung).  Menurut para penggagas takaful, 
setidaknya terdapat kebenaratan dalam praktek asuransi konvensional. 
Pertama, adanya unsure gharar atau ketidakpastian. Kedua,maisir atau untung-
untung  dan ketiga, riba. Seperti telah digambaarkan bahwa klasifikasi dana 
peserta dalam bentuk premi dengan tabungan dan non tabungan, dapat dilihat 
bahwa pola pembagian keuntungan akan lebih besar dalam premi dengan 
tabungan. Sebab di situ ada kesempatan bagi pesserta untuk memperoleh dua 
jenis keuntungan yakni hasil investasi dari total dana di rekening tabungan dan 
rekening khusus. Dalam mekanisme rekening peserta non tabungan, sipeserta 
akan memperoleh seluruh dana yang telah disetor. Berikut dengan keuntungan 
yang tlah investasikan jika ia tidak menarik dana tersebut hingga akhir masa 
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kontrak( jatuh tempo). Sebaliknya jika si peserta mngalami resiko selama masa 
kontrak, maka ia akan memperoleh dana penjaminan sesuai dengan jumlah 
dana yang telah disetor berikut hasil investasinya. Adapun dalam mekanisme 
asuransi takaful, apabila suatu ketika ia meninggal atau mendapatkan musibah, 
sejak awal nasabah telah diberi penjelasan dari mana dana yang diterimanya 
berasal. Hal dimungkinkan karena setiap pembayaran premi sejak awal telah di 
bagi menjadi dua jenis, yakni dana peserta masuk ke dalam rekening 
pemegang polis dan dana peserta di masukkan kerekening khusus peserta yang 
di niatkan untuk membantu tabarru’ atau saudaranya yang lain. 
Berkenaan dengan penjelasan di atas, maka setiap orang yang menjadi 
peserta asuransi takaful akan memperoleh barbagai manfaat. Manfaat tersebut 
salah satunya diperoleh dari pengelolaan dana peserta asuransi takaful itu 
sendiri, antara lain: 
 Pertama, manfaat ekonomi (economic benefit) yaitu berbagai manfaat 
dalam bentuk keuntungan materil dari pengelolaan dana yang disertorkan 
peserta kepada kantor asuransi. Keuntungan materil tersebut diperoleh melalui 
kesepatan bagi hasil (akad mudharabah) dari pengelolaan dana peserta yang 
diinvestasikan  dalam kegiatan usaha lain di luar kantor asuransi. 
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 Kedua, manfaat keamanan (security benefit) yaitu berbagai manfaat 
yang diperoleh peserta asuransi, dimana mendapatkan jaminan rasa aman atas 
dana yang disimpan di kantor asuransi. 
 Ketiga, manfaat kelayakan (accountability benefit) yaitu berbagai  
manfaat yang diperoleh peserta berupa pelayanan yang baik sesuai dengan 
prinsip-prinsip syariah. Sehingga praktek asuransi takaful bebas dari unsur-
unsur berbau riba.  
D.Ketentuan teknis bagi hasil 
 Ketentuan teknis bagi hasil ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua 
belah pihak antara pihak kantor asuransi dengan pihak peserta. Kesepakatan 
bagi hasil tersebut sangat bergantung kepada jenis asuransi. Produk asuransi 
dan klasifikasi premi yang disetor oleh dana peserta. Pelaksanaan prinsip bagi 
hasil dalam praktek asuransi sedikit berbeda dengan perbankan syariah. 
Apabila dalam perbankan syariah penerapan prinsip bagi hasil berlaku dalam 
mekanisme simpanan dan pinjaman, sedangkan di asuransi takaful hanya 
berlaku dalam hal simpanan saja yakni premi yang disetorkan peserta asuransi. 
Di asuransi takaful, masa di bolehkannya peserta mengambil uang yang telah  
dibayarkan (mengundurkan diri atau membatalkan kontrak adalah sepanjang  
waktu pertanggungan. Kendati peserta harus membayar satu kali masa ansuran, 
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ia  berhak mengundurkan diridan mendapatkan kembali uangnya setelah di 
potong biaya administrasi untuk dana tabarru.   
E.Teknis pengambilan polis asuransi takaful 
 Pengambilan polis asuransi merupakan suatu proses di mana peserta 
menarik sebagian atau seluruh dananya disimpan pada kantor asuransi. 
Pengambilan polis asuransi  umumnya dilakukan oleh peserta yang mengalami 
resiko atau perjanjian telah berakhir. Pengambilan polis ini dilakukan dengan 
cara menarik dana tabungan dan keuntungan hasil investasi dana tabungan itu 
sendiri. Setiap perusahaan asuransi memiliki kebijakan dna ketentuan yang 
berbeda-beda berkenaan dengan teknis pengambilan polis. Persoalan palling 

























 Dengan beberapa uraian sebelumnya maka, penulis dapat menarik 
sebuah kesimpulan, antara lain: 
 Suatu asuransi di perbolehkan secara syari, jika tidak menyimpan dari 
prinsip-prinsip dan aturan syariat islam. Untuk itu dalam muamalah tersebut 
harus memenuhi ketentuan-ketentuan.  
 Asuransi syariah harus dibangun atas dasar taawun (kerjasama), tolong 
menolong, saling menjamin dan tidak berorentasi bisnis atau keuntungan 
materi semata. Allah SWT berfirman? Dan saling tolong menolonglah dalam 
kebaikan dan ketakwaan dan janganlah saling tolong menolong dalam dosa dan 
permusuhan. Dan asuransi syariah tidak bersifat mu’awadhah, tetapi bersifat 
mudharabah yakni tabarru’. 
1. Implementasi prinsip bisnis syariah pada asuransi takaful adalah: 
a. Prinsip operasional dan ruang lingkup asuransi takaful dengan adanya 
proses pengelolaan dana dan perhitungan  bagi hasil yakni Premi takaful 
yang telah di bayar oleh peserta dimasukkan kedalam rekening 
tabungan, Premi takaful tersebut disatukan dengan seluruh dana peserta 
takaful, kemudian dikembangkan lagi melalui investasi proyek yang 
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dibenarkan oleh Islam yang dijalankan oleh perusahaan asuransi dengan 
menggunakan prinsip mudharabah. Ketentuan mudharabah disesuaikan 
dengan kesepakatan, Realisasi pembayaran rekening di laukan apabila 
masa pertanggungan berakhir,peserta mengundurkan diri dalam masa 
pertanggungan atau peseta meninggal dunia selama masa 
pertanggungan.  
b. Operasional asuransi syariah selain dilaksanakan berdasarkan Undang-
Undang No 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian dan ketentuan 
fatwa DSN-MUI diatas, secara teknis diatur  dalam Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang penyelenggaraan usaha 
perasuransian dan perusahaan reasuransi dan keputusan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor. 426/KMK.06/2003 tentang 
perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi dan perusahaan 
reasuransi. Keputusan meteri keuangan inilah yang menjadi dasar dalam 
pendirian asuransi syariah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor. 
42/KMK.06/2003. 
c. Perbedaab prinsip operasional asuransi takaful dengan asuransi 
konvensional yang terbagi dalam 3 unsur yakni, Unsur ketidakpastian 
(gharar), Unsur Gambling (maisir), dan Unsur Riba. 
121 
 
d. Klasifikasi jenis-jenis produk pada lembaga asuransi takaful, antara lain: 
1. Produk-produk Asuransi Takaful Umum  
2. Produk-produk Asuransi Takaful Keluarga 
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat terhadap implementasi prinsip 
bisnis syariah pada asuransi takaful adalah: 
a. Keinginan untuk memberikan kepastian kepada para peserta 
program asuransi yang tertanggung terhadap resiko kerugian 
yang dihadapi. 
b. Dengan adany kepastian, maka tertanggunng akan merasa aman 
terhadap bahaya kerugian, jadi disamping memberi kepastian 
maka asuransi juga bertujuan memberikan rasa aman kepada 
tertanggung. 
c. Bila seseorang berada dalam bahaaya karena: kehilangna sumber 
pendapatan. Dimana seseorang melakukan dengan mengalihkan 
rasa khawatir dan takut kepada pihak lain(perusahan asuransi). 
Jadi disini tujuan auransi adalah menghilangkan rasa khawatir 
dan ketakutan dari para tertanggung.  
d. Perluh adanya diperhatikan bahwa keinginan usaha-usaha untuk 
memperoleh dari rasa aman dari setiap orang yang mempunyai 
sisi lain.Dengan demikian, mencari rasa aman dapat 
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mempengaruhi perilaku seseorang. Keadaan ini selanjutnya akan 
mengakibatkan adanya ketidakkeseimbangan dalam kehidupan 
ekonomi, sehingga mekanisme ekonomitidak dapat berjalan 
dengan wajar.  
B. Saran 
Dengan beberapa kesimpulan yang telah utarakan diatas, maka penulis 
mengajukan beberapa saran-saran sebagai berikut: 
1. Pemberdayaan Asuransi Takaful di Indonesia yang dilakukan agar 
sekiranya lebih dipublikasikan secara meluas dengan memanfaatkan 
fasilitas yang ada seperti melalui media cetak dan elektronik. 
2. Sekiranya setiap produk yang ditawarkan dalam Asuransi Takaful benar-
benar memberi manfaat  dan berdaya guna. 
3. Pemerintah sebaiknya segera memberi payung hukum yang jelas 
terhadap Asuransi khususny Asuransi Takaful di Indonesia sehingga 
potensi yang ada dapat terhimpun baik. 
4. Kepada semua pihak, baik masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah 
agar bersama-sama mengembangkan Asuransi Takaful dengan 
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